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ABSTRAKSI

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Bangkalan tahun 2024 menjadi
barometer penting dalam melihat peran strategis Kiai dan Blater dalam kontestasi
politik lokal. Keduanya memiliki pengaruh kuat dalam meraih simpati publik
melalui kedekatan sosial dan kultural dengan masyarakat. Kiai dan Blater tidak
hanya menjadi figur religius dan sosial, tetapi juga aktor penting dalam tim sukses
(marketing politik) untuk memenangkan kandidat yang mereka dukung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Kiai dan Blater sebagai
tim sukses dalam Pilkada 2024 di Bangkalan serta meninjau kedudukan peran
tersebut dari sudut pandang hukum tata negara. Metode yang digunakan adalah
penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan sosiologi hukum (social-
legal approach) dan analisis kualitatif melalui observasi, wawancara, dan
dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kiai dan Blater memainkan peran sentral
dalam meningkatkan elektabilitas calon bupati melalui jaringan sosial dan kultural
yang mereka miliki; tanpa kehadiran mereka, kampanye tidak berjalan optimal. (2)
Dalam perspektif hukum tata negara, peran Kiai dan Blater sebagai tim sukses
diperbolehkan selama tidak melanggar norma-norma dalam UUD 1945 dan tidak
melakukan kecurangan kampanye. Penelitian ini menegaskan pentingnya strategi
berbasis kultural dan religius dalam dinamika politik lokal.

Kata Kunci: Pilkada, Kiai, Blater,

ABSTRACT
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The 2024 Regional Head Election (Pilkada) in Bangkalan Regency serves as an
important barometer for assessing the strategic role of Kiai and Blater in local
political contests. Both figures hold significant influence in gaining public
sympathy through their close social and cultural ties with the community. Kiai and
Blater are not only religious and social figures but also key actors in political
marketing teams supporting their preferred candidates.

This study aims to examine the role of Kiai and Blater as campaign teams in the
2024 Pilkada in Bangkalan and to review their position from the perspective of
constitutional law. The research employs a field research method with a socio-legal
approach and qualitative analysis through observation, interviews, and
documentation.

The findings reveal that: (1) Kiai and Blater play a central role in boosting the
electability of regent candidates through their extensive social and cultural
networks; without their involvement, campaign activities are less effective. (2) From
the perspective of constitutional law, the involvement of Kiai and Blater as
campaign teams is permitted as long as it does not violate the principles of the 1945
Constitution of the Republic of Indonesia and avoids electoral fraud. This study
highlights the importance of culturally and religiously grounded strategies in the
dynamics of local politics.

Keywords: Regional Election, Kiai, Blater
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilu atau pemilihan umum, adalah upaya untuk membentuk kedaulatan
rakyat dalam dunia pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berasaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.! Oleh karena itu, pemilu harus
laksanakan dengan cara bersih, berkualitas dan partisipasi rakyat seluas-luasnya.
Selain itu, UUD 1945 Pasal 22E ayat (1) “Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”.?

Kepastian hukum serta integritas proses dan hasil pemilu, merupakan tanda
dari proses penyelenggaraan pemilu yang demokratis, salah satu bentuk kepastian
hukum pemilu di Indonesia terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum. Aturan-aturan yang berkaitan dengan pelanggaran
yang dilakukan oleh peserta dan penyelenggara pemilu 2024 bisa langsung dilihat
di Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pasal 280 ayat 1 yang

memuat 5 poin penting yaitu:

1) Pasal 280 ayat (1) mengatur secara tegas mengenai larangan-larangan yang harus

dipatuhi oleh pelaksana, peserta serta tim kampanye selama masa kampanye.

! Nanda Pratiwi Khalik Dkk, ‘Pengaruh Komunikasi Tim Sukses Partai Politik Terhadap
Hasil Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Tim Suksen DPAC PDII-P Keca),” Jurnal Acta
Diurna Komunikasi Unsrat 7, No. 1 (2018): 1.

2 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pasal (22E).



Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pihak-pihak tersebut dilarang
mempertanyakan atau meragukan keldudukan ideologis dan konstitisional.
Kedudukan ideologis dan konstitusi yang dimaksud adalah mengacu pada ideologi
negara, yaitu Pancasila dan Dasar Hukum Negara dan sistem ketatanegaraan yaitu

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945).

2) Pelaksana, peserta, dan tim kampanye berbuat sesuatu yang berpotensi
mengganggu integritas nasional, seperti melakukan tindakan membahayakan
NKRI, serta menghina individu, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau

peserta pemili lainnya.

3) Pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang melakukan tindakan provokatif
berupa hasutan dan adu domba antar individu maupun kelompok masyarakat juga
dilarang, termasuk Tindakan yang mengganggu ketertiiban umum serta intimidasi

atau ajakan untuk melakukan kekerasan terhadap pihak lain.

4) Pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang merusak atau mencuri alat peraga
kampanye milik peserta lain, menggunakan fasilitas milik pemerintah, tempat
ibadah, dan Lembaga Pendidikan untuk kepentingan kampanye, serta membawa
atau menggunakan atribut kampanye yang tidak sesuai dengan identitas peserta
pemilu yang bersangkuta, berjanji memberikan materi atau uang kepada peserta

kampanye.



5) Pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang memberi mahar kepada peserta
kampanye karena bisa dikategorikan tindakan praktik politik uang (money politic)

hal ini disebut larangan berat dalam sistem pemilu demokratis®

Dari kutipan undang-undang di atas, penyelenggaraan pemilu yang bersih
dan terbuka sudah diatur secara teratur dan jelas, dilain itu juga pemberlakuan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang kemudian diperbarui melalui
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,* menjadi tanda era baru dalam dinamika
politik lokal di Indonesia. Peraturan tersebut mengatur penyelenggaraan pemilihan
kepala daerah (Pilkada), Gubernur, Bupati, dan Walikota, secara langsung dan
serentak oleh masyarakat. Kebijakan ini tidak hanya mencerminkan komitmen
terhadap demokrasi partisipatoris, tetapi juga mendorong intensifikasi persaingan
politik di tingkat lokal yang semakin dinamis dan kompetitif.

Secara akademik, munculnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah
memperkaya khazanah keilmuan dalam studi politik lokal. Pada masa Orde Baru,
fokus isu-isu politik lebih banyak tertuju pada pemilu legislatif, dominasi politik
birokrasi yang kuat, serta karakter pemerintahan yang bersifat sentralistik. Namun,
setelah era reformasi, terjadi perubahan besar dalam lanskap politik nasional.
Meskipun Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) tetap

menjadi perhatian utama, isu-isu politik lokal kini juga mendapatkan sorotan yang

3 Undang-Undang Tentang Pemilu No 7 Tahun 2017 Pasal (280) Ayat 1.
4 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. No 23 tahun 2014 Pasal (59) ayat 1.



tidak kalah menarik. Dinamika pemilihan umum di tingkat lokal telah menjadi
fenomena yang memikat perhatian, baik dari segi akademik maupun sosial.’

Penulis dalam penelitian ini akan mengkaji penyelenggaran pemilihan
umum hususnya pemilihan kepala daerah 2024 di Kabupaten Bangkalan.
Penyelenggaraan pemilukada (pemilihan kepala daerah) di Indonesia dilaksanakan
sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota disebutkan bahwa Pilkada adalah
pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk
memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota
dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.®

Konteks politik lokal di Bangkalan menawarkan keunikan tersendiri. Pada
Pilkada 2024 lalu, Kiai dan Blater ini menjadi rebutan para calon, untuk dijadikan
tim pemenangan atau tim sukses, mereka dipilih menjadi tim karena peran Kiai dan
Blater dianggap sebagai aktor dominan dalam struktur sosial dan politik, diakui
atau tidak keduanya ini mempunyai privilege yang sangat luar biasa di akar
kekuatan politik daerah, keduanya bisa menjadi representasi penentu kemenangan
setiap pemilu, Dalam proses pemilihan kepala daerah, diketahui bahwa tim
pemenangan memegang peranan penting. Tim kampanye merupakan sekelompok
orang yang diberi tugas untuk memenangkan calon yang di usung, agar meraih

kemenangan dalam suatu pemilihan.’

5> Abdul Chalik, Pertarungan Elite Dalam Politik Local (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2017),
Pengantar.

® Puji Kurniawan, Strategi Politik Pemilihan Kepala Daerah:Studi Terhadap Pemilihan
Walikota Padang Tahun 2018, Jurnal Al-Magqasid:Jurnal I[lmu-llmu Kesyari’ahan Dan
Keperdataan, 6, no. 2 (2020): 242.

" Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 58.



Tim sukses selaku tim kampanye dalam pemilihan umum diatur juga dalam
Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 1 angka 35, bahwa
“kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh
peserta pemilu untuk meyakinkan pemili dengan menawarkan vissi, misi program
dan citra diri peserta pemilu”.® Berdasarkan pasal ini tim sukses atau kampanye
merupakan kelompok yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan
kampanye, seperti Kiai dan Blater yang dituntuk oleh peserta pemilu dan

pengusung.

Pemilihan kepala daerah dilakukan dengan tujuan untuk mencari kepala
daerah dan wakil kepala daerah yang akan menjabat selama lima tahun kedepan,
terdapat dua pasangan calon yang bertarung pada 27 November 2024 yang lalu,
yakni pasangan Lukman-Fauzan dan Matur-Jayus. Keduanya bertarung dalam
panggung politik pilkada serentak untuk perubahan dan perbaikan Kabupaten
Bangkalan, dalam pertarungan itu ada berbagai macam strategi yang dilakukan
masing-masing calon untuk meluluhkan hati Masyarakat, terutama dalam

perekrutan tim pemenangan atau tim sukses.

Kiai dan Blater sebagai tokoh elit lokal masih menjadi incaran kedua
pasangan calon untuk dijadikan tim sukses atau tim kampanye. Karena kedua elit
lokal ini adalah corak budaya dan kultur masyarakat Madura Bangkalan, orang-
orang biasanya menyebut bangkalan dengan dua wajah “riligius dan kekerasan”,

jika terdapat calon yang diusung atau memiliki tim sukses dari kalangan Kiai dan

8 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 Pasal 1 Angka 35”.



Blater. Maka, calon ini pasti menang. Hal ini bukanlah sekedar ramalan atau
anggapan, ternyata menjadi bukti kebenaran bahwa peran Kiai dan Blater dalam

tim sangatlah besar peran dan pengaruhnya,’ dibuktikan dengan hasil suara sebagai

berikut:
Tabel 1.
Prolehan Suara Pilkada Kabupaten Bangkalan. 10
DPT Hasil
No | Nama Calon Partai Pengusung .
Keseluruhan Akhir
PDI-P. PKB. DEMOKRAT.
PAN. GERINDRA. 60,17%
Lukman- GOLKAR. NASDEM. | 764.886 319.072
Fauzan HANURA. PERINDO. | DPR se- | Suara
01 PKS. PSIL PARTAI | Bangkalan
BURUH. PARTAI
UMMAT
PPP. BULAN BINTANG. 39,83%
02 Mathur-Jayus | GLORA. PKN. 211.201
Suara

Dari sekian banyak partai yang mengusung calon No. 01 ini, ketua DPC dari
masing-masing partai adalah golongan Kiai dan Blater. Seperti Partai Demokrat

(KH. Hasani Zubaer), Gerindra (KH. Imron Amin), Nasdem (KH. Moh Nasih

® Wawancara dengan Moh Yunus, Tokoh Blater Kecamatan Kamal. Pada Tanggal 5 Mei
2025

10 Wawancara dengan Bahiruddin Komisioner KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten
Bangkalan. Pada Tanggal 3 Mei 2025.



Aschol), PPP (KH. Hasbullah). Dari kalangan Blater Partai PKB (H. Syafi’uddin
Asmoro), PDI-P (Fatkurrahman), Golkar (Mathari).!!Berikut di bawah ini rincian
hasil perolehan suara dari jumlah TPS 1.473 dan 18 Kecamatan serta 281 Desa se

Kabupaten Bangkalan.
Tabel 2.

Rincian Hasil Perolehan Suara Per Kecamatan'?

No Kecamatan Lukman-Fauzan Mathur-Jayus
1 Arosbaya 13.857 7.349
2 Bangkalan 19.717 15.649
3 Blega 17.749 13.909
4 Burneh 18.951 9.757
5 Galis 25.684 21.905
6 Geger 19.780 16.261
7 Kamal 14.025 6.868
8 Klampis 20.428 9.562
9 Kokop 15.198 9.295
10 Konang 16.410 14.281
11 Kwanyar 15.197 8.469
12 Labang 9.454 11.642
13 Modung 16.404 13.355
14 Sepulu 13.632 4.775
15 Socah 28.693 4.775
16 Tanah Merah 25.060 16.079
17 Tanjung Bumi 17.429 13.652
18 Tragah 11.404 9.266

Jumlah 319.072 211.201

""Wawancara dengan Syafiudddin Asmoro, Ketua Partai PKB dan Tokoh Blater Kabupaten
Bangkalan. Pada Tanggal 11 Mei 2025.

12 Bahiruddin, Komisioner KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Bangkalan. Pada
Tanggal 3 Mei 2025.



Dari ini dapat dinilai dan dipahami bahwa Pasangan Lukman-Fauzan sangat
tinggi sekali prolehan suaranya di setiap kecamatan, terlepas dari hasil suara yang
tinggi ini adalah berkat peran dan pengaruh dari tim sukses dari Kiai dan Blater,

karena tim sukses dan pemodal dari Lukman-Fauzan adalah Kiai dan Blater."

Kiai dan Blater tidak hanya mempengaruhi pola perilaku politik
masyarakat, tetapi juga merepresentasikan sintesis antara tradisi lokal dan praktik
politik modern yang menjadi ciri khas Bangkalan secara khusus dan Madura secara
umum. Dengan demikian, studi tentang Bangkalan memerlukan pendekatan
holistik yang mencakup keduanya untuk memberikan pemahaman yang
komprehensif tentang kekuatan budaya dan politik di wilayah Bangkalan.
Pemahaman yang komprehensif mengenai kultur sosial Bangkalan akan terasa
kurang lengkap tanpa menyoroti dua kekuatan sosial paling fundamental dan
berpengaruh dalam dinamika masyarakatnya, khususnya dalam konteks pemilihan
umum. Sepanjang kajian yang dilakukan, terdapat cukup banyak literatur yang
membahas tentang Kiai dan Blater. Namun, sebagian besar kajian tersebut lebih
berfokus pada status sosial keduanya, bukan pada peran spesifik yang mereka

mainkan dalam dinamika politik lokal.'*

Kajian mengenai eksistensi dan peran Kiai dan Blater dalam pemilu sebagai
tim sukses menjadi menarik dan relevan untuk ditelaah lebih mendalam,

mengingat keduanya merupakan elit lokal dengan pengaruh yang sangat

13 KPU Bangkalan, “Rekapitulasi KPU Bangkalan Pilkada 2024, Desember 05, 2024,
Pilkada2024.Kpu.Go.Id.D.HASILKABKO-KWK-Bupati, Pada Tanggal 03 Maret 2025 Pukul
17.09,”.

14 Abdul Rozaki, Menabur Kharisma Menuai Kuasa: Kiprah Kiai Dan Blater Sebagai Rezim
Kembar Di Madua ”(Yogyakarta, IRCiSoD, 2001),11.



signifikan. Baik dalam Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg)
maupun Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), hususnya Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) 2024, peran Kiaii dan Blater secara konsisten menunjukkan

keterkaitannya dengan pola perilaku pemilih dan strategi politik lokal.'

Keberadaan Kiai dan Blater sebagai dua aktor lokal utama (orang kuat) di
Bangkalan menciptakan dinamika sosial-politik yang unik. Kiai memengaruhi
masyarakat melalui jalur keagamaan dan nilai-nilai spiritual, sedangkan Blater
lebih cenderung memanfaatkan jaringan sosial dan kedekatan personal. Kombinasi
keduanya mencerminkan sintesis antara tradisi keagamaan dan kearifan lokal

dalam membentuk pola kepemimpinan dan pengaruh di masyarakat.

Dalam konteks Pemilu, keterlibatan Kiai dan Blater seringkali memang
menjadi faktor penentu dalam menentukan peta politik di Bangkalan. Kiai, dengan
otoritas keagamaannya, mampu mengarahkan preferensi politik umat melalui
ceramah, fatwa, dan pengaruh moral yang dimilikinya. Sementara itu, Blater,
melalui pendekatan berbasis komunitas dan kekuatan jaringan sosial, berperan
dalam memastikan dukungan suara di tingkat akar rumput. Interaksi dan sinergi
antara kedua aktor ini sering kali menentukan hasil Pemilu, baik di tingkat lokal

maupun nasional, di wilayah Bangkalan dan Madura secara umum.

Oleh karena itu, memahami relasi antara Kiai dan Blater tidak hanya
penting untuk mengkaji dinamika politik lokal di Bangkalan, tetapi juga untuk

memahami bagaimana nilai-nilai tradisional dan struktur sosial berperan dalam

15 Ibid,.13.
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membentuk perilaku politik masyarakat. Studi ini menggaris bawahi perlunya
pendekatan holistik yang mencakup analisis terhadap keduanya untuk
menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai politik lokal di
Madura.'® Maka tidak diragukan lagi jika Kiai dan Blater adalah elite lokal di desa
yang peranannya begitu sentral dalam kehidupan keseharian masyarakat, termasuk

dalam pemilu.'’

Keduanya memiliki pengaruh yang sama dengan pendekatan dan
karakteristik yang berbeda. Kiaii dan Blater, memiliki banyak massa yang
mewakili dua lapisan besar komposisi dominan di Bangkalan. Kiai pemilik otoritas

pada lapisan religius (Santri), sementara Bleter mewakili lapisan abangan dan
priyayi.

Salah satu pengaruh yang dimiliki oleh Kiai adalah menentukan preferensi
pilihan massa secara doktrinal menggunakan otoritas keagamaannya. Di
Bangkalan, iai memiliki struktur hirarkis kultural. Kiai yang memiliki Pondok
Pesantren (Makro), Kiai yang memiliki Madrasah (Meso) dan pada lapisan terkecil
ada Kiai yang memiliki langar (mikro). Dilain itu setiap pesantren memiliki
ketersambungan yang kuat dengan setiap alumninya yang tergabung dalam forum
atau komunitas yang berisi alumni. Forum atau komunitas ini terstruktur hingga ke
level desa, setiap desa terdapat koordinatornya. Dengan forum atau komunitas

tersebut maka sangat mudah memobilisasi massa dan statement dokrinal di atas

16 Muhibbin, Politik Kiaii Vs Politik Rakyat: Pembacaan Masyarakat Terhadap Perilaku
Politik Kiai, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012),45-46.

17 Kuntowijoyo, “Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris”, (Yogyakarta: Mata
Bangsa, 2002), 333.
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cepat terhubung dan massif. Sebaliknya, pengaruh Blater tumbuh melalui kultur
atau gerakan sosial yang berlangsung dalam ruang pertemuan informal dengan

tokoh-tokoh Blater lainnya.

Media sosial budaya Blater yang paling dikenal meliputi tradisi lokal seperti
remoh atau sandor (pertemuan adat), konflik sosial, kerapan sapi, dan sabung
ayam. Tradisi ini tidak hanya menjadi sarana ekspresi budaya, tetapi juga
mencerminkan bagaimana Blater memanfaatkan ruang-ruang sosial untuk
memperkuat pengaruh dan membangun jaringan kekuasaan yang signifikan dalam

masyarakat. '®

Dari uraian di atas penulis merasa penting untuk melihat secara presisi detail
Pengaruh yang ditimbulkan oleh dua kekuatan kembar di atas pada pimilu 2024 di
Kabupaten Bangkalan dan melakukan penelitian lebih dalam mengenai kedua tokoh
elit lokal ini dalam menggunakan perannya pada pemilu yang ada di Kabupaten
Bangkalan, maka muncullah tema Penyelenggaraan Pemilu 2024 Di Kabupaten

Bangkalan (Studi Peran Kiai Dan Blater).

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana peran Kiai dan Blater dalam proses penyelenggaraan dan hasil

pemilu 2024 di Kabupaten Bangkalan?

18 Latef Wiyata, Carok: Konflik Kekeran Dan Harga Diri Orang Madura, (Yogyakarta:
LkiS, 2002), 10.
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2. Bagaimana peran Kiai dan Baleter sebagai tim sukses dalam pemilu tahun

2024 di Kabupaten Bangkalan dalam tinjauan Hukum Tata Negara?

C. Tujuan Penelitian
1. Menganalisis peran Kiai dan Blater dalam proses penyelenggaraan dan hasil
pemilu 2024 di Kabupaten Bangkalan.
2. Mengkaji pengaruh Kiai dan Blater dalam mempengaruhi dinamika politik dan

referensi pemilih pada pemilu 2024 di Kabupaten Bangkalan

D. Manfaat Peneitian

1. Manfaat Teoritis
2. Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang dinamika
politik lokal di Indonesia serta berkontribusi pada pengembangan studi dalam
bidang hukum tata negara., hususnya dalam memahami dinamika
penyelenggaraan pemilu di tingkat lokal, dengan fokus pada studi peran Kiai
dan Blater sebagai elit politik lokal di Bangkalan yang berperan aktif dalam
pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bangkalan. Di samping itu, menambah
literatur tentang relasi Kiai dan Blater dalam politik lokal dan bagaimana elit-
elit tersebut mempengaruhi proses pemilihan umum di daerah, serta
memperkaya kajian teoritis tentang kualitas demokrasi dalam pemilu lokal,
hususnya di kabupaten Bangkalan Madura. Meskipun teori-teori ini sudah ada
dalam literatur, namun penelitian ini akan memberikan pemahaman baru

tentang bagaimana pengaruh elit lokal diimplementasikan dalam konteks
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budaya, agama, dan sosial politik masyarakat Madura. Penelitian ini berpotensi
memberikan perspektif yang lebih holistik tentang hubungan antara agama,
tradisi, dan politik di daerah-daerah yang memiliki kekuatan budaya dan
religius yang sangat kuat. Dengan menganalisis Kiai dan Blater sebagai elit
politik lokal, penulis ingin memberikan wawasan baru tentang bagaimana elit
dapat mempengaruhi hasil pemilu meskipun dalam konteks demokrasi yang
mengedepankan prinsip kesetaraan suara. Penelitian ini akan membahas
tentang keberlanjutan dominasi elit dalam sistem politik demokratis dan
bagaimana ini bisa berdampak pada proses demokrasi yang lebih inklusif dan
adil. Dalam hal ini, kajian ini akan memberikan kontribusi terhadap teori
demokrasi, yang mengharuskan adanya pembahasan kritis tentang pengaruh

elit terhadap kebebasan dan keadilan dalam pemilu.

. Manfaat Praktis

Temuan dari penelitian ini dapat memberikan strategi kampanye politik yang
lebih efektif bagi semua calon pada pemilu raya yang ingin mencalonkan diri
di Bangkalan atau wilayah serupa. Dengan memahami kekuatan pengaruh Kiai
dan Blater sebagai elit lokal, calon politik dapat merancang pendekatan yang
lebih tepat sasaran dalam menarik perhatian dan dukungan pemilih.
Pemahaman ini bisa mencakup bagaimana melibatkan tokoh lokal dalam
kampanye atau bagaimana menyusun pesan kampanye yang resonan dengan
nilai-nilai sosial dan agama yang dihormati di masyarakat. kia dan Blater ini
dilain salah satu penentu kemenangan seorang calon pada pemilu, juga bagian

backing yang kuat setiap momen pemilu raya.
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Calon kandidat atau partai politik dapat menggunakan penelitian ini untuk

merancang strategi komunikasi dan kampanye yang berbasis pada hubungan

sosial yang sudah ada di masyarakat, sehingga dapat memperoleh dukungan

yang lebih luas dan mengurangi resistensi dari kelompok-kelompok sosial

tertentu.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis akan memberikan tinjauan terhadap topik yang dianggap memiliki

keterkaitan dengan tema yang akan diteliti. Sebagai bentuk kehati-hatian dari

plagiasi. Penulis akan memaparkan perbedaan antara kajian terdahulu dengan

kajian yang akan dilakukan penulis:

Tabel 3

Keaslian peneliian/Orisinalitas

Nama Judul Perbandingan Pokok | Hasil
No Pembahasan

Abdur Menabur Fokus kajian buku ini | Hasil dari

Rozaki Karisma Menuai | lebih kepada elit lokal | penelitian ini
Kuasa: Kiprah | kiyai dan Blater dalam | adalah jalinan
Kiyai dan Blater | berkuasa, sebagai | kekuasaan antara
Sebagai Rezim | rezim  kembar  di | Kiai dengan Blater.
Kembar di | Madura. perbandingan | Sebagai dua
Madura, Ircisod | dengan penelitian | kekuatan sosial
Yogyakarta, penulis adalah kajian | yang sangat
Cetakan penulis fokus pada | mengakar secara
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Pertama,  Juni

2021

peran kiyai dan Blater

dalam

kultural di dalam
masyarakat

Madura. Eksistensi
kiyai dan Blater
sudah menjadi
bagian dari
everyday life

masyarakat

Tika Indra

Marlina

Peran Elit Politik
Lokal Dalam
Meningkatkan
Partisipasi
Pemilih  Pada
Pilkada Serentak
2020

Penelitian ini
mengenai peran elit
politik lokal dalam
meningkatkan

partisipasi politik
masyarakat dan upaya
yang dilakukan elit
politik lokal dalam
meningkatkan

partisipasi politik
masyarakat di
Kelurahan Lubuk
Buaya. Perbandingan
dengan kajian penulis
adalah fokus
penelitian penulis pada
peran elit lokal dalam
memanfatkan

kharismanya  untuk

memenangkan pemilu.

Hasil  penelitian
menunjukkan

bahwa terdapat tiga
peran elit politik
lokal dalam
meningkatkan

partisipasi  politik
masyarakat di
Kelurahan Lubuk
Buaya yaitu peran
sosialisasi, peran
fasilitasi dan peran

koordinasi.

Mohamma

d Kosim

Kiai dan Blater
(Elite Local

Jurnal ini membahas

fenomena Kiai dan

Hasil penelitian

kosim adalah kiyai
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Dalam
Masyarakat
Madura).

Blater sebagai
kelompok elite (non-
governing elite) dalam
dinamika sosial politik
masyarakat Madura

. perbandingan dengan
penelitian penulis
adalah elit lokal kiyai
dan Blater

tokoh

sebagai
sentral yang
dapat menentukan
siapa  pemimpinnya
dan seperti apa cara
mereka memobilisasi

massa

dan Blater adalah
dua elit lokal yang
berbeda namun
mempunyai relasi
harmonis kiyai dan
Blater
dalamkehidupan
masyarakat seperti;
konflik sosial antar

seringkali

oleh

warga
diselesaikan

eli keduanya.

Edi

Susanto

Kepemimpinan
(Kharismatik)
Kiai Dalam
Perspektif
Masyarakat

Madura.

Kajian ini membahas
tentang kiiai dalam
perspektif orang
madura bahwa Kiai
adalah  elit  sosial
sekaligus elit
keagamaan, dan kiyai
dapat menggunakan
keistimewaannya

sebagai pemimpin
yang berkharismatik.
Perbedaan dengan
kajian penulis adalah
fokus pada dua elit
lokal, Kiai dan Blater
mereka

serta relasi

Kepemimpinan
Kiai bukan lagi
berada pada aras
religio-paternalis-
kharismatik, tetapi
berpindah pada
aras persuatif-
partisipatif-

rasional, sehingga
reorientasi

Kiai di

peran
tengah
dinamika
masyarakat Madura
merupakan hal
yang mesti
dilakukan.
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dalam dunia politik

lokal.

Abdul
chalik

Pertarungan
Elite Dalam
Politik  Lokal.
2017

Penelitian ini
membahas tentang
politik lokal,

dijelaskan oleh khalik
bahwa politik local ini
adalah awal terjadinya
politik nasional dan
global, sehingga dia
mengklasifikasikan

bahwa politik itu ada
tiga: politik local,
global dan nasional.
Serta meletakkan
pembahasan Kiai dan

Blater itu bukan pada

pembahasan  pokok,
dalam artian tidak
menjadi fokus
penelitian chalik.
Akan tetapi
penelitiannya  fokus
pada pertarungan
politik loka, yaitu,
pilkades dan pilkada.
Sedangkan milik
penulis fokus

kajiannya nanti pada
pemilu di bangkalan

yang selalu didominasi

Dalam ranah
politik lokal,
sejumlah aktor
dapat menembus
batas-batas politik
yang sebelumnya
dianggap tabu
hanya dengan
mengandalkan
kharisma, garis
keturunan
bangsawan,  dan
kekayaan.

Sementara itu, pada
tataran politik yang
lebih luas, baik
nasional maupun
internasional, peran
individu cenderung
kurang menonjol,
dan justru institusi
yang memainkan

peran dominan
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kiyai dan Blater dalam

menentukan  pilihan.

Serta implikasi dari
peran tersebut
terhadap  demokrasi
lokal.
Ahmad Orang Kuat | Pembahasan pada | Hasil dari kajian ini
Nurcholis | Dalam kajian ini fokus pada | bahwa  kekuasan
Dinamika manopoli  kekuasaan | Fuad Amin
Politik ~ Lokal | politik yang dilakukan | menjadi dominan
Studi Kasus: | oleh salah satu mantan | karena tidak
Kekuasaan Bupati Bangkalan | adanya  lembaga
Politik Fuad | kiyai Fuad Amin yang | hukum  setempat
Amin di | sempat menciptakan | yang independent,
Bangkalan kepemimpinan dinasti | yang bisa
di Bangkalan. menghentikan cara
jahatnya. Ia sangat
kuat karena
didukung oleh
kekuatan  formal
dan informal.
Siti Elite Politik | Penelitian ini | Struktur elite
Rohmatul | Dalam berfokuskan pada | politik di  Desa
Ainillah Kontenstasi  di | struktur elite di Desa | Banjar terdiri dari

Desa dengan
menggunakan

Studi Peran
Blater dalam

Pilkades di desa

Banjar, kemudian
peran dan tujuan elit
lokal Kiai dan Blater
pada kontestasi

pilkadestersebut.

empat lapisan yang

berperan dalam
memengaruhi

kehidupan sosial,
terutama dalam
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Banjar,
Bangkalan
Madura

Galis,

Perbandingan pokok
pembahasan yang
akan dilakukan penulis
adalah ruang lingkup
berbeda serta fokus
kajian yang berbeda,
seperti halnya, penulis
nanti akan akan fokus
pada elit lokal disetiap
ada pemilu di
bangkalan, karena elit
lokal kiyai dan Blater
ini selalu menjadi juru
utama dalam setiap
ada pesta demokrasi,
siapa yang didukung
oleh kedua elit ini ia
akan menjadi

pemenangnya.

bidang politik.

Lapisan  pertama
adalah para Kiai
atau tokoh agama,
kedua adalah para
Blater utama di
Desa Banjar, ketiga
adalah Kepala
Desa, dan keempat
adalah Mat Jaiz
sosok yang sudah
meninggal  dunia

dan posisinya kini

digantikan oleh
Blater-Blater
utama seperti H.

Mubhajir, Mahmud,
Pak Timbang, dan
Musaeli yang
memiliki pengaruh
kuat dalam aspek

jagoanisme.

F. Kerangka Teori

1. Teori elit

Teori elit ini dikembangkan oleh seorang ilmuwan politik asal Italia, Vilfredo

Pareto. Menurut pandangan teori ini, masyarakat mengalami siklus yang terus

berulang dalam menciptakan sirkulasi elite, yang didasarkan pada pembagian
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masyarakat ke dalam dua lapisan utama: kelompok elite yang memerintah dan

kelompok non-elite yang diperintah. '

Dalam suatu masyarakat selalu dijumpai satu kelompok individu yang
memiliki pengaruh dan sering menentukan kehidupan serta perubahan
masyarakat iu, walaupun perubahan itu tidak sepenuhnya tergantung pada
peran yang ia atau mereka mainkan. Satu individu dengan invidu lain inilah
yang disebut elit, sehingga Laswell memberikan istilah, elit merupakan
kelompok yang memiliki dan memperoleh lebih banyak dibandingkan dengan
masyarakat lainnya. Menurut Vilfredo Pareto, kelompok ini terbagi menjadi
dua, yaitu mereka yang berada dalam lingkaran kekuasaan (governing elite)

dan mereka yang berada di luar kekuasaan (non-governing elite).?

Oleh sebab itu, elit politik terdiri dari individu-individu yang memiliki kontrol
atas kekuasaan sosial masyarakat dan politik, yang seringkali tidak terlihat oleh
masyarakat umum, meskipun suatu negara mengklaim diri sebagai negara
demokratis, para elit ini sering kali mengendalikan keputusan-keputusan

politik yang berdampak pada masyarakat.

2. Teori Demokrasi
Demokrasi berasal dari kata Demos dan Cratos yang berarti wewenang,

supremasi, dan pemerintah rakyat. artinya rakyat dan cratos yang artinya

19 TGH. Ma’rif Sutangga, Kadri, Moh. Fahri, Strategi Komunikasi Politik Elit NU Pada
Pilkada Lombok Tengah 2020(Studi Atas Keterlibatan Elit Nu Dalam Tim Pemenangan Paslon
Maiq Meres). Jurnal llmiah Mandala Education (JIME) 9, No. 2 (2023): 1500.

20 Mohammad Kosim, Kiai Dan Blater (Elite Local Dalam Masyarakat Madura), Karsa
Journal of Social and Islamic Culture XII, no. 2 (2007): 149-160.



21

wewenang, sepremasi atau pemerintah rakyat. Sedangkan secara terminologis
demokrasi berarti suatu pemerintahan yang kedaulatannya dipegang rakyat.?!
Demokrasi adalah sebuah proses dan tahapan yang harus dilalui oleh sebuah
negara untuk menuju kesejahteraan, definisi ini menurut Jean Jaques
Rousseau, mengindikasikan bahwa demokrasi bagi sebuah negara adalah
proses pembelajaran menuju kesempurnaan sistem ketatanegaraan. Dalam hal
ini yang menjadi ukuran dari sebuah demokrasi adalah bukanlah tujuan akhir
melainkan proses dan tahapan yang ada dalam aktivitas sebuah negara.??

Demokrasi sering diartikan sebagai penghargaan kepada hak-hak asasi
manusia, makanya konsepsi demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi
yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan, partisipasi dalam
pengambilan keputusan dan persamaan hak di depan hukum. Dari sini
kemudian muncul idiom-idiom demokrasi seperti persamaan, keadilan,
kebebasan, hak asasi manusia dan seterusnya. Dalam tradisi barat rakyat
seharusnya menjadi pemerintah bagi dirinya sendiri, dan wakil rakyat
seharusnya menjadi pengendali yang bertanggung jawab atas tugasnya. Karena
alasan inilah maka lembaga legislatif di dunia barat menganggap sebagai
pioner dan garda terdepan demokrasi. Lembaga legislatif benar-benar menjadi
wakil rakyat dan berfungsi sebagai agen rakyat yang aspiratif dan

distributive.??

21 A. Rangkuti, Demokrasi Dalam Pandangan Islam Dan Barat. Jurnal llmiah Penegakan
Hukum 5, no. 2 (2018): 40.

22 HM.Thalhah, “Teori Demokrasi Dalam Wacana Ketatanegaraan Pespektif Pemikiran Hans
Kelsen, 16, No. 3, 2009: 413-22 Https://Doi.Org/10.20885.Vol.16.1ss3.Art6.,” Jurnal Hukum Ius
Quia Iustum 16, no. 3 (2009): 413-22.

23 Muntoha, “Demokrasi Dan Negara Hukum,” Jurnal Hukum 3, no. 16 (2019): 2.
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Sidney Hook, seorang filsuf pragmatis Amerika, mendefinisikan demokrasi
sebagai bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang
paling penting atau arah kebijakan yang mendasari keputusan-keputusan
tersebut pada akhirnya ditentukan secara bebas oleh rakyat. Dalam pandangan
Hook, demokrasi bukan hanya sistem prosedural berupa pemilihan umum atau
representasi politik, melainkan suatu mekanisme substantif yang memberikan
rakyat kuasa akhir dalam menentukan arah kehidupan kolektif mereka. Hook
menekankan bahwa demokrasi adalah sistem yang didasarkan pada persetujuan
bebas dari yang diperintah, tanpa adanya paksaan langsung maupun tidak
langsung terhadap rakyat untuk menyetujui kebijakan pemerintah?*,

Pandangan ini selaras dengan teori demokrasi deliberatif yang dikemukakan
oleh Jurgen Habermas, yang menyoroti pentingnya keterlibatan aktif warga
negara dalam proses pengambilan keputusan politik melalui diskusi yang
rasional dan bersifat inklusif. Demokrasi deliberatif menekankan pada
pembentukan konsensus melalui komunikasi yang bebas dari dominasi, di
mana semua peserta memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan
menyampaikan argumen mereka. Habermas berpendapat bahwa demokrasi
bukan hanya pelaksanaan kehendak mayoritas, tetapi juga proses yang
memungkinkan warga negara untuk saling berdialog, merefleksikan kebutuhan

bersama, dan membentuk konsensus yang adil.?

24 Sidney Hook. " Sidney Hook,” Journal of Democracy, 1,no. 1 (1902): 13.

250.G. N. Lewar, P. P., & Madung. Demokrasi Sebagai Diskursus Dan Deliberasi Menurut
Jiirgen Habermas. Jurnal Ledalero, 4, no. 2 (2020), 151
[Https://Doi.Org/10.46494/J1e.V4i2.315](Https://Doi.Org/10.46494/J1e.V4i2.315).
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Di sisi lain, Robert A. Dahl memperkenalkan konsep "polyarchy" sebagai
bentuk ideal demokrasi yang paling mungkin diterapkan dalam konteks negara
modern. Menurut Dahl, demokrasi mensyaratkan adanya kompetisi politik,
partisipasi yang luas, serta jaminan terhadap hak-hak sipil dan politik warga.
Dahl juga menekankan pentingnya adanya "kontrol efektif atas agenda" oleh
rakyat, yang menjadi indikator sejauh mana demokrasi dijalankan secara
substantif dan bukan sekadar procedural 6.

Demokrasi dalam pemahaman modern bukan hanya tentang bagaimana
pemimpin dipilih, melainkan juga bagaimana kebijakan dirumuskan dan sejauh
mana rakyat dapat terlibat serta memiliki kendali atas keputusan tersebut.
Demokrasi sejati harus menjamin adanya partisipasi aktif, deliberasi yang

rasional, dan kontrol rakyat terhadap arah kehidupan politik mereka sendiri.

G. Definisi Operasional

Untuk membatasi pengertian-pengertian yang dianggap penting di dalam
penelitian yang diangkat oleh penulis, serta mencegah terjadinya kekeliruan dalam
melakukan penafsiran, maka penulis akan menjabarkan beberapa definisi

operasionalnya, meliputi:

1. Peran

%6 A. G. Prasetyo, Menuju Demokrasi Rasional: Melacak Pemikiran Jiirgen Habermas
Tentang Ruang. Jurnal [lmu Sosial Dan Ilmu Politik 16, no. 2 (2012),169
[Https://Doi.Org/10.22146/Jsp.10901](Https://D0i.Org/10.22146/Jsp.10901).
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Peran adalah sekumpulan harapan yang diarahkan kepada individu yang
menduduki posisi kekuasaan tertentu. Dalam konteks ini, setiap individu akan
menjalankan peran yang berbeda sesuai dengan posisi dan karakter masing-
masing, seperti Blater, Kiai, maupun tokoh-tokoh lainnya di desa. Perbedaan

posisi secara otomatis menghasilkan perbedaan dalam peran yang dijalankan.?’

Peran elit politik lokal dalam pilkada kabupaten Bangkalan 2024 dilakukan
dengan cara sosialisasi menjadi tim pemenangan, tim kampanye ataupun
relawan yang bekerja setiap saat untuk memenangkan paslon yang didukung.
Beberapa peran yang digunakan adalah, peran mediator (upaya mengurangi
ketegangan konflik, dan penyusunan strategi), peran fasilitator (pengelolaan
waktu, mengatur lokasi kampanye, modal dll), dan peran kordinator
(berkomunikasi dengan tim kampanye, relawan dan partai). Peran ini
dilakukan pada saat sosialisasi elit lokal dengan melibatkan tokoh-tokol desa

seperti tokoh Blater, Kiai, kepala desa dan tokoh pemuda.

2. Elit politik lokal
Elit politik lokal adalah seseorang atau tokoh yang memiliki banyak kekuasaan
politik dibandingkan dengan yang lain, atau pengaruh dominan di tingkat lokal,
yang mampu mengarahkan, mengontrol, atau memengaruhi keputusan politik
dan kebijakan di wilayah tertentu, dalam hal ini di Bangkalan, Madura. Elit

politik lokal ini tidak hanya terbatas pada pejabat politik yang terpilih, tetapi

27 Tika Indra Marlina, Susi Fitria Dewi, Maria Montessori, Nurman S. Peran Elit Politik
Lokal Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Serentak 2020,Jurnal Ideologi Dan
Konstitusi 3, no. 2 (2023): 93.
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juga mencakup tokoh-tokoh agama, sosial, dan budaya yang memiliki

pengaruh terhadap masyarakat.?®

3. Kiai
Kiai merupakan figur elit lokal yang disegani oleh masyarakat. Hal ini karena
Kiai memiliki ilmu agama yang tinggi sehingga memunculkan kharismatiknya
pada masyarakat. Figur Kiai mengalami dinamika dinamika sosial dalam
masyarakat yang selalu menarik untuk diperbincangkan, selain sebagai sosok

teladan masyarakat, Kiai dinilai memiliki pengaruh dikalangan elit politik.?’

Buktinya para Kiai yang terlibat dalam politik praktis, selalu ditempatkan pada
posisi yang strategis. Contoh yang terjadi dilokasi penelitian penulis, banyak
Kiai-Kiai muda sekarang menjadi tokoh sentral di Bangkalan Madura seperti
Ra Kh. Imron Amin (DPR-RI Fraksi Grindra); Ra Kh Hasani Zubaer (DPR-RI
Fraksi Demokrat); Ra Kh Nasih Aschol (DPRD-JATIM Fraksi Nasdem); di
lain itu mereka di Kabupaten Bangkalan juga mempunyai posisi strategis RA
KH. Imron Amin sebagai Ketua DPC Gerindra, Ra Kh Hasani Zubaer sebagai
Ketua DPC Demokrat, Ra Kh Nasih Aschol sebagai Ketua DPD Nasdem Jawa

Timur.

4. Blater
Istilah Blater umumnya lebih dikenal di kalangan masyarakat Madura bagian

barat, khususnya di wilayah Sampang dan Bangkalan. Istilah ini mengacu pada

28 Abdul Chalik, Op,. Cit. Pendahuluan.
2 Nurpita Sari, Kiyai Dan Politik: Analisisi Peran Kiyai Kecamatan SP Padang Dalam
Pilkada OKI Tahun 2018.Jurnal Politik Islam UIN Raden Fatah Palembang 1, No. 3 (2020): 219.
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figur orang kuat di desa yang mampu memberikan perlindungan fisik bagi
masyarakat.’® Karena mereka memang mempunyai kelebihan dari masyarakat
yang lain, kelebihan tersebut Pertama, mereka unggul dalam hal ilmu
kanuragan, bela diri, kekebalan tubuh, memiliki keberanian tinggi, serta
didukung oleh jaringan anak buah yang luas dan banyak. Kedua, keterlibatan
mereka dalam aktivitas kriminal dan tindak kekerasan, baik secara langsung
maupun tidak langsung, membuat sosok Blater semakin dihormati, tidak hanya
oleh masyarakat, tetapi juga oleh aparat negara. Maka wajar jika Blater
mempunyai keahlian memobilasi massa serta berdialektika dengan para politisi

daerah, hususnya dalam dunia politik lokal.

H. Metode Penelitian

1.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan kajian lapangan (field reserch) sesuai dengan
objek yang peneliti pilih sebagai deskripsi komunitas secara langsung (data
sebenarnya) di lapangan.®! Kajian ini dilakukan karena peneliti ingin meneliti
secara langsung pada fakta sosial di lapangan. Penelitian yang berjenis
lapangan ini dengan memaparkan serta mengkaji sumber-sumber data yang
diperoleh melalui turun lapangan, wawancara dan literatur-literatur yang

berkaitan dengan judul penelitian yang peneliti pilih.

2. Objek Penelitian

30 Abdur Rozaki. Op.Cit., 9
31Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D”

(Bandung: Alfabeta, 2007), 307.
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Objek penelitian ini ialah pengaruh dua elit politik lokal Kiai dan Blater

sebagai tim sukses, dalam proses pemilu di Bangkalan seperti:

a.

Peran dan pengaruh kedua elit politik lokal (Kiai dan Blater) pada pemilu
di Bangkalan baik mencakup factor-faktor sosial budaya dan politik yang
mempengaruhi pemilih serta dampaknya terhadap hasil penyelenggaran
pemilu dan demokrasi lokal.

Mengidentifikasi bagaimana kedua elit (Kiai dan Blater) menggunakan
kekuatan mereka untuk mempengaruhi masyarakat dalam konteks pemilu

di tingkat politik lokal.

3. Sumber Penelitian

Sumber penelitian merupakan salah satu elemen utama dalam pelaksanaan

sebuah penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis membagi

sumber menjadi dua bagian, yaitu:

a.

Data primer

Sumber data primer adalah data utama dan menjadi kebutuhan pokok
dalam penelitian ini, yang diperoleh melalui wawancara dengan informan
utama saat peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian. Informan berperan
sebagai sumber utama dalam penelitian ini. Pemilihan informan didasarkan
pada relevansi dengan kebutuhan dan keterkaitannya dengan tema

penelitian.*

32

2009),7.

Lexy J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya,
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Data yang akan dikumpulkan dari informan dalam penelitian ini mencakup
beberapa aspek, salah satunya adalah latar belakang elit lokal (Kiai dan
Blater) mempengaruhi masyararakat; kedua, hubungan kedua elit (Blater

dan Kiai) dalam dunia politik khususnya pada waktu pemilu.

b. Data skunder
Data yang berasal dari bahan hukum primer, yang berasal dari studi
kepustakaan, berupa literatur yang berkaitan dengan peran elit politik lokal
Kiai dan Blater pada pemilu di Bangkalan. Seperti buku-buku ilmiah,
jurnal-jurnal ilmiah, artikel online dll. Di samping itu, juga berupa bahan
hukum sekunder, meliputi:
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pasal Pasal 274 — 278

Pasal 276 ayat (2)

3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada
4) Peraturan komisi pemilihan umum PKPU
4. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian dipahami sebagai upaya dalam kegiatan penelitian
untuk menjalin hubungan dengan objek yang diteliti atau sebagai cara untuk
memperoleh pemahaman terhadap masalah penelitian. Penelitian ini
menggunakan pendekatan sosiologi hukum. (socio-legal approach) dengan

kerangka pemikiran Seidman & Chambliss sebagaimana tercermin dalam
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buku Law, Order, and Power. Pendekatan ini memandang hukum tidak
sebagai entitas yang netral dan otonom, melainkan sebagai instrumen
kekuasaan yang lahir, berkembang, dan beroperasi dalam konteks

pertarungan sosial.>

Menurut Seidman dan Chambliss, hukum tidak berdiri di atas masyarakat,
tetapi menjadi bagian dari struktur relasi sosial yang timpang. Dalam
masyarakat yang plural dan penuh ketegangan kelas atau kepentingan, hukum
kerap kali dimobilisasi oleh kelompok dominan untuk mempertahankan
posisi mereka. Oleh sebab itu, hukum dipahami sebagai produk politik yang
mencerminkan siapa yang memiliki kekuasaan untuk menentukan aturan

main.>*

Dalam konteks penelitian ini, penyelenggaraan pemilu di Bangkalan 2024
menjadi ruang aktualisasi dari pertarungan kekuasaan antara aktor-aktor lokal
yang memiliki basis sosial-kultural, yaitu Kiai dan Blater. Kiai sebagai
representasi otoritas moral-religius dan Blater sebagai figur dengan pengaruh
sosial dan simbol kontrol wilayah, tidak sekadar menjadi peserta pasif,
melainkan turut aktif dalam mengonstruksi lanskap hukum dan regulasi
politik lokal, baik secara langsung maupun melalui praktik-praktik

informal®.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk:

33 Robert B. Seidman dan William J. Chamblis, Law, Order and Power (Reading, MA:
Addison-Wesley, 1975), 4-5.

3 Ibid., 6-7

35 Ibid., 9.
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b. Membedah relasi kuasa di balik praktik hukum penyelenggaraan pemilu,
misalnya bagaimana aturan kampanye, netralitas aparat, atau distribusi
logistik bisa dipengaruhi oleh kekuatan lokal.

c. Mengungkap dinamika kekuasaan kultural, di mana Kiai dan Blater tidak
hanya memengaruhi pilihan pemilih, tetapi juga berpotensi mengkooptasi
ruang legal formal.

d. Menilai legitimasi hukum bukan hanya dari aspek formalistik, tetapi dari
sejauh mana ia dipatuhi, ditaati, atau ditafsirkan dalam realitas sosial yang
dipenuhi kekuatan informal.

Dengan kata lain, melalui lensa Law, Order, and Power, penelitian ini
hendak menyoroti bahwa hukum pemilu di Bangkalan tidak bisa dipisahkan
dari konfigurasi kekuasaan lokal yang kompleks. Kiai dan Blater bukan
sekadar latar, melainkan aktor yang berperan dalam memproduksi

keteraturan (order) dan legitimasi (power) dalam proses demokrasi lokal.

5. Teknik Pengumpulan Data
Guna untuk mencapai tujuan penelitian agar sesuai dengan pendekatan yang

dilakukan, maka pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik seperti:

a. Wawancara
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Proses wawancara dalam penelitian ini akan difokuskan pada beberapa
narasumber, termasuk para Blater, Kiai, masyarakat, serta pihak-pihak
terkait lainnya.

Studi/telaah dokumentasi

Tujuan dari studi atau telaah dokumentasi ini adalah untuk mencari
literatur yang memiliki keterkaitan erat dengan topik penelitian. Studi atau
telaah dokumentasi tersebut meliputi artikel, jurnal, buku, dan catatan
sejarah.’® Juga data yang berkaitan dengan hasil perhitingan suara dan
jumlah TPS yang ada di Kabupaten Bangkalan.

Observasi

Setelah melakukan studi pustaka dalam penelitian ini, langkah selanjutnya
adalah observasi di lapangan untuk memperoleh berbagai informasi terkait

peran kedua elit lokal kia dan Blater pada Pemilu di Bangkalan Madura.

I. Subyek Penelitian

Adapun
a. Kiai
1.

beberapa kia dan Blater yang akan menjadi subyek penelitian ini adalah:

Kh. Hasani Zubaer (Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Cholil dan Ketua

Tim Pemenangan 01)

2. Kh. Moh Imron Ketua Harian Pondok Pesantren Darussholah Pusat
3. Kh. Nashi Aschol Pengasuh Pesantren Syaikhona Kholil
b. Blater

% Ibid., 61
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1. Isro’ (Tokoh Blater Sepuh Kabupaten Bangakalan)
2. H. Syafiuddin (Ketua DPC PKB Bangkalan)
3. Sholeh Abdi Jaya (Ketua Pemuda Madura Bersatu)
4.  Yunus (Tokoh Blater Kecamatan Kamal)

c. Akademisi
1. Samsol (Tim Pemenangan)
2. Masduki (Tim Pemenangan)

3. Imam Febrianto Purnomo (Tokoh Muda Kematan Tanah Merah)

J. Pengelolaan Data
Huberman dan Miles mengemukakan model analisis data yang dikenal dengan
sebutan model interaktif. Model ini digunakan oleh peneliti untuk menganalisis
data-data yang dikumpulkan di lapangan. Model interaktif terdiri atas tiga
komponen utama, yaitu: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan
atau verifikasi. Ketiga aktivitas tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan
sebelum, selama, dan setelah proses pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar
guna membangun pemahaman menyeluruh yang disebut analisis.’” Adapun
Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam model analisis data kualitatif

tersebut sebagai berikut:

a. Reduksi Data

37 Muhammad Idrus. Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif
(Jakarta: Erlangga, 2011), 148.
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Reduksi data merupakan proses dalam memilih, memfokuskan, memusatkan
perhatian, serta penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data
mentah yang diperoleh dari catatan lapangan (field notes). Proses reduksi data
ini dilakukan secara berkelanjutan sepanjang pelaksanaan penelitian.®
Penelitian ini menyederhanakan data berupa catatan hasil observasi dan
wawancara melalui proses perangkuman, yang kemudian dirumuskan
menjadi tema-tema yang sesuai dengan fokus permasalahan yang diteliti.
Proses reduksi data bertujuan untuk memperjelas, mengelompokkan,
mengarahkan, menghilangkan data yang tidak relevan, serta mengatur data
agar memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Setelah itu, proses
dilanjutkan dengan tahap verifikasi.

Penyajian Data

Penyajian data Menurut Miles dan Huberman, penyajian data adalah
pengorganisasian informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan
pengambilan keputusan. Melalui proses ini, peneliti dapat lebih mudah
memahami kondisi yang sedang berlangsung dan menentukan tindakan yang
diperlukan. Dengan kata lain, setelah tahap reduksi data selesai, peneliti
menyajikan data secara terstruktur.

Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang telah disajikan dengan
merumuskan pola dan tema, menelaah data, serta melakukan reduksi ulang,

sehingga proses ini berlangsung secara interaktif. Sejak tahap awal

3 Ibid., 150.
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pengumpulan data, peneliti mulai mencari makna dari berbagai objek,
mencatat keteraturan, pola penjelas, kemungkinan konfigurasi yang muncul,
hubungan sebab-akibat, serta menyusun proposisi. Verifikasi terhadap hasil
temuan dilakukan secara cepat dengan menghubungkan temuan-temuan
sebelumnya dan melakukan cek silang (cross check) dengan data lainnya.
Melalui proses verifikasi ini, peneliti dapat menjaga serta memastikan

validitas dan reliabilitas dari hasil penelitian.

K. Sistematika Penulisan
Bab I penelitian ini merupakan pendahuluan yang berisi mengenai latar
belakang masalah, identifikasi, pembatasan serta rumusan masalah guna
memudahkan penelitian ini. pada bab ini juga memuat landasan pemikiran yang
digunakan sebagai pisau analisis ini untuk membedah temuan (data) dari penelitian
yang telah dilakukan ini yang kemudian data tersebut diolah berdasarkan metode

penelitian yang sudah dipaparkan

Bab II adalah uraian mengenai tinjauan umum dan tinjauan empiris atas
obyek penelitian yang telah dilakukan, serta memberikan latar belakang hukum

dan politik terkait peran elit politik lokal.

Bab III berisi analisis mengenai judul yang diangkat dalam penelitian ini,
yaitu Peran Elit Politik Lokal: Kiai dan Blater Pada Pemilu 2024 di Kabupaten

Bangkalan. Peneliti akan menganalisis hasil temuan-temuan selama peneliti
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dilakukan di beda menggunakan teori-teori yang digunakan dalam peneliti yang

telah dilakukan.

Bab IV adalah penutup. Pada bab ini peneliti akan menguraikan kesimpulan
dari temuan-temuan pada bab-bab sebelumnya dan analisis yang telah
dikemukakan pada bab sebelumnya, kemudian peneliti juga akan memberikan

saran guna pembangunan hukum itu sendiri



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI, PEMILIHAN KEPALA

DAERAH DAN PERAN TOKOH ELIT LOKAL

A. Demokrasi dan Pemilu

1. Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai
pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam sistem ini, seluruh proses pemerintahan,
mulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengawasan terhadap
lembaga pemerintahan, hingga pemilihan pemimpin, dilakukan atas dasar
kehendak rakyat yang disalurkan melalui berbagai mekanisme partisipatif,
seperti pemilithan umum, forum publik, serta partisipasi dalam organisasi
masyarakat dan lembaga perwakilan. Abraham Lincoln, Presiden Amerika
Serikat ke-16, secara terkenal mendefinisikan demokrasi sebagai “government
of the people, by the people, and for the people.”* Definisi ini mencerminkan
prinsip dasar demokrasi: partisipasi, kesetaraan, dan kedaulatan rakyat, di mana
setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk didengar suaranya dan ikut
menentukan arah serta kebijakan negara, tanpa diskriminasi atas dasar suku,

agama, ras, gender, atau status sosial ekonomi.*’

3 Alexander Seran, ‘Demokrasi, Kedaulatan Rakyat, Dan Pemilu: Refleksi Atas Hubungan
Antara Teori Dan Praksis, Jurnal Etika Sosial 1, no. 2019 (21AD): 29-49.

40 Siti Nurhayati, Amalia Firnanda, Dan Salsabella Hannisa Fahresy, ‘Dinamika
Perkembangan Demokrasi Serta Problematikanya Pasca Reformasi,” As-Shahifah: Journal of
Constitutional Law and Governance 3, no. 1 (2022): 82.

36
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Di Indonesia, demokrasi telah mengalami pasang surut sejak kemerdekaan
pada tahun 1945. Sistem pemerintahan yang dianut sejak awal telah mencoba
mengakomodasi semangat demokrasi melalui keberadaan lembaga perwakilan
rakyat dan sistem multipartai, namun dalam praktiknya mengalami berbagai
tantangan politik dan konstitusional. Masa Demokrasi Parlementer 1950-1959,
Demokrasi Terpimpin 1959-1965, dan Demokrasi Pancasila 1966—-1998
merupakan fase penting dalam perkembangan sistem politik Indonesia, yang
masing-masing memiliki karakteristik tersendiri dan mencerminkan dinamika
hubungan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, serta rakyat sebagai pemilik
kedaulatan. Pada masa Demokrasi Parlementer, kekuasaan legislatif sangat
dominan namun tidak stabil, sementara pada masa Demokrasi Terpimpin,
kekuasaan politik sangat terpusat pada presiden. Demokrasi Pancasila, meski
menjanjikan stabilitas, cenderung bersifat otoriter dan membatasi ruang gerak
partisipasi rakyat secara langsung. Reformasi tahun 1998 menjadi titik balik
kembalinya sistem demokrasi yang lebih terbuka, ditandai dengan pelaksanaan
pemilu langsung, kebebasan pers yang lebih luas, serta penguatan lembaga-
lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang semuanya bertujuan untuk

mewujudkan pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan partisipatif.*!

Ni’matul Huda memandang bahwa demokrasi bukan sekadar mekanisme

prosedural berupa pelaksanaan pemilihan umum, tetapi merupakan sistem

41 Tim Peneliti LIPI, Reformasi Politik Indonesia: Tantangan Dan Prospek Demokrasi
(Jakarta: LIPI Press, 2010), 27-35.
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berlapis yang mencakup demokrasi agregatif, deliberatif, dan partisipatoris.
Menurutnya, demokrasi prosedural hanya menjadi dasar permulaan, sedangkan
demokrasi agregatif menekankan bahwa hasil pemilu harus benar-benar
mencerminkan kehendak rakyat dalam bentuk kebijakan publik. Sementara itu,
demokrasi deliberatif mengharuskan adanya proses diskusi rasional dan inklusif
dalam pengambilan keputusan, dan demokrasi partisipatoris menghendaki
keterlibatan aktif masyarakat dalam semua tahapan kebijakan negara. Ia juga
menyoroti bahwa pemilu yang rutin tidak serta-merta menjamin konsolidasi
demokrasi karena sering kali hanya memperkuat dominasi elite politik dan
menghasilkan pemerintahan yang otoriter setelah terpilih. Oleh karena itu, ia
menekankan pentingnya pengawasan publik terhadap wakil rakyat dan
memperkuat mekanisme recall sebagai bentuk koreksi terhadap representasi

politik yang menyimpang dari aspirasi konstituen.*?

Menurut Sri Hastuti Puspitasari, demokrasi tidak dapat direduksi hanya
sebagai mekanisme elektoral semata, melainkan harus dipahami sebagai suatu
sistem nilai yang menuntut keberadaan prasyarat normatif untuk menjamin
legitimasi kekuasaan dalam negara hukum yang demokratis. la menegaskan
bahwa keberhasilan pemilu sebagai instrumen demokrasi tidak hanya ditentukan
oleh prosedur yang jujur dan adil, tetapi juga oleh adanya komitmen institusional
terhadap prinsip-prinsip konstitusional, penghormatan terhadap hak asasi

manusia, dan partisipasi aktif warga negara dalam setiap proses politik.

42 Ni’matul Huda, 'Pemilu, Dan Problematika Kedaulatan Rakyat Di Indonesia,” Jurnal Etika
Sosial, 21, no. (2019): 145-47.



39

Demokrasi yang substansial, menurutnya, membutuhkan kualitas pemilu yang
tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada proses yang mencerminkan
akuntabilitas, transparansi, serta penghargaan terhadap keadilan sosial dan
politik. Dengan demikian, demokrasi harus dibangun di atas fondasi hukum yang
kuat dan budaya politik yang sehat agar dapat menjamin kedaulatan rakyat

secara nyata dan berkelanjutan dalam praktik ketatanegaraan.*

Jamaludin Ghafur memandang demokrasi sebagai suatu sistem
pemerintahan yang tidak hanya berfokus pada mekanisme pemilihan umum
sebagai alat legitimasi kekuasaan, melainkan juga sebagai wadah untuk
mewujudkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, supremasi hukum, dan
perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh. Ia menekankan pentingnya
penguatan institusi demokrasi yang mampu menjalankan fungsi pengawasan,
akuntabilitas, dan transparansi agar demokrasi tidak sekadar menjadi formalitas
prosedural, tetapi benar-benar mencerminkan aspirasi dan kepentingan
masyarakat luas. Menurut Ghafur, demokrasi harus berorientasi pada
kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial melalui partisipasi aktif warga negara
dalam pengambilan keputusan politik, serta pengelolaan negara yang responsif
terhadap dinamika sosial-politik yang berkembang. Oleh karena itu,

pembangunan demokrasi yang sehat membutuhkan integrasi nilai-nilai

43 Sri Hastuti Puspitasari, “Pemilu Dan Demokrasi: Telaah Terhadap Prasyarat Normatif
Pemilv,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 11, no. 25 (2016): 135.
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demokrasi substantif dan prosedural agar dapat berfungsi sebagai pilar utama

dalam penyelenggaraan negara hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.**

2. Pemilu

Pemilihan Umum (pemilu) merupakan sarana utama dalam sistem
demokrasi untuk menyalurkan kedaulatan rakyat secara langsung. Dalam
kerangka negara demokratis, pemilu berfungsi sebagai mekanisme legitimasi
kekuasaan yang memungkinkan rakyat memilih wakilnya di lembaga legislatif
maupun eksekutif secara bebas, adil, dan bertanggung jawab. Di Indonesia.

Pemilihan umum juga sebagai wahana fundamental dalam demokrasi yang
berfungsi sebagai sarana legitimasi kekuasaan politik sekaligus mekanisme
kontrol masyarakat terhadap penyelenggara negara. Pemilu harus dilaksanakan
secara transparan, bebas, dan adil agar dapat menghasilkan wakil rakyat yang
benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat. karena kualitas pemilu sangat
menentukan stabilitas politik dan keberlanjutan demokrasi, sehingga perlu
dijaga dengan ketat melalui regulasi yang kuat dan pengawasan yang efektif *°.

Pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum, yang mencakup pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, serta
pemilu presiden dan wakil presiden maupun pemilihan Kepala Daerah (pilkada).
Menjadi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan demokrasi lokal dan

memperkuat asas desentralisasi. Secara teoritis, pemilu tidak hanya semata-mata

4 Jamaludin Ghafur,‘Demokrasi Dan Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Hukum Tata
Negara,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 12, no. 26 (2017): 89-105.

45 Mahfud MD, Demokrasi Dan Konstitusi: Perspektif Hukum Tata Negara (Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press, 2019), 134.
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prosedural, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen normatif untuk menjamin
akuntabilitas, partisipasi, dan representasi rakyat. Menurut Carole Pateman,
demokrasi partisipatoris menekankan pentingnya keterlibatan aktif warga dalam
proses politik agar demokrasi tidak hanya menjadi alat bagi elite politik *°.

Sementara itu, Hanna Pitkin menegaskan bahwa teori representasi harus
menghadirkan representasi substantif yaitu wakil yang benar-benar
memperjuangkan aspirasi publik bukan sekadar simbol formal *’. Dalam konteks
tersebut, penerapan asas Luber dan Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
dan adil) menjadi pijakan utama agar setiap warga negara memiliki kesempatan
yang sama dalam memilih tanpa tekanan, serta proses pemilu dapat berlangsung
transparan dan akuntabel. Selain itu, pemilu berfungsi sebagai alat legitimasi
pemerintahan dan penopang stabilitas politik melalui mandat periodik rakyat,
potensi konflik destruktif dapat diminimalkan. Di tingkat daerah, pilkada
menjadi tolok ukur kedewasaan politik masyarakat dalam menentukan arah
pembangunan lokal. Oleh karena itu, peningkatan kualitas demokrasi melalui
pemilu harus dilakukan secara berkelanjutan dengan memperkuat aspek
normatif, kelembagaan, dan budaya politik Masyarakat.

Pemilihan umum menjadi penting dilaksanakan, karena pemilu juga
merupakan wahana fundamental dalam demokrasi yang berfungsi sebagai sarana
legitimasi kekuasaan politik sekaligus mekanisme kontrol masyarakat terhadap

penyelenggara negara. Pemilu harus dilaksanakan secara transparan, bebas, dan

46 Carole Pateman, Participation and Democratic Theory (Cambridge: Cambridge University
Press, 1970), 22-23.

4T Hanna F. Pitkin, The Concept of Representation (Berkeley: University of California Press,
1967), 59-60.
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adil agar dapat menghasilkan wakil rakyat yang benar-benar mencerminkan
aspirasi masyarakat. karena kualitas pemilu sangat menentukan stabilitas politik
dan keberlanjutan demokrasi, sehingga perlu dijaga dengan ketat melalui
regulasi yang kuat dan pengawasan yang efektif.*®

B. Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada

1. Pengertian Penyelenggaraan Pemilu

Pemilu (Pemilihan Umum) dan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) merupakan
dua proses demokrasi yang sangat krusial dan esensial dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia. Keduanya menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyalurkan hak
kedaulatan mereka dalam menentukan arah dan kepemimpinan pemerintahan, baik
di tingkat nasional maupun daerah. Meskipun Pemilu dan Pilkada memiliki
sejumlah perbedaan substansial, terutama dalam hal lingkup geografis, struktur
jabatan yang diperebutkan, serta waktu pelaksanaannya, keduanya tetap memiliki
banyak kesamaan dalam hal mekanisme, tahapan, dan prinsip-prinsip dasar

penyelenggaraannya.*’

Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota legislatif, yakni Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Presiden dan
Wakil Presiden Republik Indonesia. Sementara itu, Pilkada bertujuan untuk
memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah, seperti Gubernur dan Wakil

Gubernur di tingkat provinsi, serta Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali

4 Mahfud MD, Op,. Cit, 134.
4 Novembri Yusuf Simanjuntak, “Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu",
Jurnal Bawaslu 3, no. 3 (2017): 305-458.
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Kota di tingkat kabupaten atau kota. Dengan demikian, cakupan Pemilu bersifat
nasional, sedangkan Pilkada bersifat lokal atau regional, menyesuaikan dengan
struktur pemerintahan daerah. Dalam praktiknya, proses penyelenggaraan baik
Pemilu maupun Pilkada melalui tahapan-tahapan yang panjang, teknis, dan
kompleks, dimulai dari perencanaan dan penyusunan regulasi, pendataan pemilih,
pendaftaran dan verifikasi partai politik atau calon perseorangan, kampanye politik,

pemungutan suara, hingga rekapitulasi dan penetapan hasil.>°

Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia merupakan proses yang
kompleks dan melibatkan sejumlah lembaga utama yang memiliki peran krusial
dalam menjamin keberlangsungan dan keadilan dalam setiap tahapan pemilu. Tiga

lembaga utama yang bekerja secara independen dalam konteks ini adalah:’!

a. Komisi Pemilihan Umum (KPU): KPU bertanggung jawab merencanakan,
melaksanakan, dan mengawasi pemilihan umum. Tugas mereka mencakup
penyusunan daftar pemilih, pengaturan jadwal pemilu, serta penetapan
hasil pemilu. KPU berperan penting dalam memastikan bahwa setiap
warga negara yang memenuhi syarat dapat berpartisipasi dalam proses
demokrasi ini. Adapun fungsi utama KPU adalah lembaga independen

yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu di seluruh Indonesia,

50 Mudiyati,“Mengapa Integritas Pemilu Penting ” Jurnal Bawaslu 3, no. 1 (2017): 1-168.
5! Aryojati Ardipandanto, “Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019,
Jurnal pemerintahan, 11, no 11, (2019), 25-30.
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termasuk pemilihan presiden, pemilu legislatif, dan pilkada. Berikut

penulis cantumkan tugas dan tanggung jawab:>>

1) Peraturan dan Kebijakan: KPU menyusun dan menetapkan peraturan
pemilu yang harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat. Ini termasuk
regulasi tentang kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan
suara.

2) Sosialisasi Pemilu: KPU melakukan berbagai program sosialisasi
untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang
pentingnya partisipasi dalam pemilu.

3) Pemilih Data: KPU bertanggung jawab mengelola data pemilih,
termasuk pemutakhiran data untuk memastikan bahwa semua warga
yang memenuhi syarat dapat memberikan suara.

4) Penghitungan Suara: Setelah pemungutan suara, KPU menghitung
suara dan menetapkan hasil pemilu, termasuk penyelesaian

penyelesaian yang mungkin terjadi.>

b. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu): Bawaslu memiliki fungsi
pengawasan yang bertujuan untuk mencegah dan menindak pelanggaran

selama proses pemilu dan pilkada. Mereka melakukan pengawasan

52 Muhammad Nur Ramadhan, “Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam
Penyelenggaraan Pemilu 2019,” Jurnal Adhyasta Pemilu 2, no. 2 (2021): 115-27,
https://doi.org/10.55108/jap.v2i2.12.

53 Ibid,. 115-27.
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terhadap seluruh tahapan pemilu, mulai dari kampanye hingga
pemungutan suara, guna memastikan bahwa semua aturan dan regulasi
yang dipatuhi demi terciptanya pemilu yang adil dan transparan. Fungsi
utama Bawaslu adalah lembaga yang berfungsi mengawasi pemilu dan
memastikan bahwa seluruh proses berlangsung sesuai dengan hukum yang

berlaku. Berikut penulis cantumkan tugas dan tanggung jawab:>*

1) Pengawasan: Bawaslu mengawasi seluruh kegiatan tahapan pemilu,
mulai dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara, untuk
mencegah pelanggaran.

2) Penanganan Pelanggaran: Bawaslu menangani laporan dan aduan
terkait pelanggaran pemilu, seperti perlindungan kekuasaan, politik
uang, dan intimidasi terhadap pemilih.

3) Edukasi Masyarakat: Bawaslu juga melakukan kegiatan edukasi untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak pemilih dan

pentingnya kesetaraan pemilu.

c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) : DKPP berperan
dalam menjaga integritas dan etika para penyelenggara pemilu. Lembaga

ini bertugas memberikan sanksi terhadap pembuat pelanggaran kode etik,

34 Tika Indra Marlina, Susi Fitria Dewi, Maria Montessori, “Peran Elit Politik Lokal Dalam
Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Serentak 2020 Jurnal Ideologi dan Konstitusi, 3,
no. 2 (2023): 87-97.
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serta menyelesaikan penyelesaian yang berkaitan dengan pelanggaran
tersebut. Dengan adanya DKPP, diharapkan penyelenggaraan pemilu dapat

dilakukan dengan profesional dan bertanggung jawab.>

Lembaga ketiga ini bekerja secara independen, tanpa intervensi dari pihak
manapun, untuk memastikan bahwa Pemilu dan Pilkada di Indonesia dapat
terselenggara dengan baik, adil, dan sesuai dengan prinsip demokrasi yang
berlaku. Keberadaan mereka sangat penting dalam menjaga kepercayaan

masyarakat terhadap proses pemilihan serta legitimasi hasil yang dicapai.

2. Proses Penyelenggaran Pemilu

Proses penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia
merupakan suatu rangkaian kegiatan yang sangat penting dan kompleks, yang
bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam memilih para wakilnya
di lembaga-lembaga legislatif maupun eksekutif. Proses ini tidak hanya
sekadar hari pemungutan suara, tetapi mencakup berbagai tahapan terstruktur
yang dilaksanakan secara sistematis, bertahap, dan sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku. Setiap tahap memiliki peran dan fungsi yang krusial
dalam menjamin berlangsungnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, dan

demokratis. Berikut adalah ringkasan dari proses tersebut:®

55 Jhoni Sutangga, “Strategi Komunikasi Politik Elit NU Pada Pilkada Lombok Tengah 2020
( Studi Atas Keterlibatan Elit NU Dalam Tim Pemenangan Paslon Maiq Meres )” Tesis Pasca
Sarjana  Universitas  Islam  Negeri  Mataram 9, mno. 2 (2023): 1499-1512,
https://doi.org/10.58258/jime.v9i1.4768/http.

3¢ Novembri Yusuf Simanjuntak, Op,. Cit. 305-458.
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a. Persiapan Pemilu: Dalam rangka menyongsong pemilu yang akan datang,
Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan serangkaian langkah penting
untuk memastikan kelancaran proses demokrasi. Pertama, penetapan
jadwal pemilu menjadi langkah awal yang krusial. KPU menetapkan
tanggal dan agenda pemilu, memberikan waktu yang cukup bagi
masyarakat untuk mempersiapkan diri. Selanjutnya, pendaftaran pemilih
diadakan. Masyarakat diundang untuk mendaftar sebagai pemilih, di mana
mereka juga akan menjalani proses verifikasi data untuk memastikan
keakuratan dan kevalidan informasi. Tak kalah penting, pendaftaran partai
politik dan calon juga dilakukan. Partai-partai politik diharuskan mendaftar
dan mengajukan calon anggota legislatif atau presiden mereka. Proses ini
menjadi jembatan bagi aspirasi masyarakat untuk terwakili dalam
pemerintahan. Dengan langkah-langkah ini, KPU berkomitmen untuk
menciptakan pemilu yang transparan, adil, dan demokratis.

b. Kampanye dan Debat Publik: Setelah proses pendaftaran selesai, tahapan
selanjutnya dalam pemilu adalah kampanye resmi. Dalam fase ini, calon
dan partai politik melakukan kampanye untuk memperkenalkan diri kepada
pemilih. Melalui berbagai media, mereka menyampaikan visi, misi, dan
program kerja yang ditawarkan, berusaha menarik perhatian dan dukungan
dari masyarakat. Sebagai bagian dari kampanye, debat publik menjadi
momen penting. Sesi debat ini mempertemukan para calon, memberikan

kesempatan kepada mereka untuk mendiskusikan visi dan misi secara



48

langsung. Dalam debat, calon dapat mengemukakan pendapat, menjawab
pertanyaan, dan menghadapi tantangan dari lawan politik. Ini tidak hanya
membantu pemilih memahami perbedaan antara calon, tetapi juga
menciptakan ruang dialog yang sehat dalam proses demokrasi. Dengan
kampanye dan debat publik, pemilih diharapkan dapat membuat keputusan
yang lebih informasi dan bijaksana saat hari pemungutan suara tiba.>’

Pemungutan Suara: ada Hari H Pemilu, seluruh pemilih diharapkan untuk
melaksanakan hak suara mereka di tempat pemungutan suara (TPS) yang
telah ditentukan. Proses ini merupakan bagian integral dari sistem
demokrasi, di mana partisipasi warga negara dalam pemilihan umum
menjadi indikator utama dari keberhasilan proses demokrasi itu sendiri.
Setibanya di TPS, pemilih akan menerima surat suara. Surat suara ini
berfungsi sebagai alat untuk mengekspresikan pilihan politik individu.
Pemilih diharuskan mengisi surat suara dengan cermat, menandai calon
atau partai politik yang akan dipilih. Setelah proses pengisian selesai, surat
suara dimasukkan ke dalam kotak suara, yang berfungsi sebagai wadah
untuk menjaga kerahasiaan dan integritas suara yang diberikan. Proses
pengundian suara ini bukan hanya sekadar tindakan administratif,
melainkan juga mencerminkan partisipasi aktif masyarakat dalam
pengambilan keputusan yang mempengaruhi arah kebijakan publik.

Dengan demikian, setiap suara yang dimasukkan ke dalam kotak suara

57 Muhammad Nur Ramadhan, Op, Cit, 115-27.
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memiliki dampak signifikan terhadap legitimasi dan representativitas
pemerintahan yang akan terbentuk.

. Penghitungan Suara: Setelah pemungutan suara selesai, tahap selanjutnya
adalah penghitungan suara di masing-masing tempat pemungutan suara
(TPS). Proses ini dilakukan oleh petugas yang ditunjuk, dengan tujuan
untuk memastikan akurasi dan transparansi dalam hasil pemilu. Setiap
suara dihitung secara cermat dan hasilnya dicatat dalam formulir yang telah
disediakan. Penghitungan di TPS merupakan langkah awal yang sangat
penting, karena menjadi dasar bagi seluruh proses selanjutnya. Rekapitulasi
Hasil Setelah penghitungan di TPS selesai, hasil dari masing-masing TPS
akan dikumpulkan dan dilakukan rekapitulasi oleh Komisi Pemilihan
Umum (KPU) di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Proses
rekapitulasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan memverifikasi hasil
suara dari seluruh TPS, sehingga menghasilkan data yang komprehensif
dan akurat. Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota merupakan langkah
pertama dalam proses ini, di mana hasil dari semua TPS di wilayah tersebut
disatukan. Selanjutnya, hasil ini akan diteruskan ke tingkat provinsi dan
akhirnya ke tingkat nasional. Dengan mekanisme ini, KPU memastikan
bahwa hasil pemilu dilaporkan secara sistematis dan transparan, sehingga
meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas proses pemilu.
Penetapan Hasil: Setelah proses pemungutan suara selesai, tahap
berikutnya adalah pengumuman hasil pemilu yang dilakukan oleh Komisi

Pemilihan Umum (KPU). Pengumuman ini merupakan langkah krusial
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dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas hasil pemilu. KPU secara
resmi mengumumkan hasil penghitungan suara, memberikan informasi
yang diperlukan kepada publik mengenai calon dan partai politik yang
terpilih. Dalam konteks demokrasi, hasil pemilu yang diumumkan tersebut
akan menjadi acuan bagi pembentukan pemerintahan baru. Keterbukaan
dalam pengumuman hasil ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan
masyarakat terhadap proses demokrasi.

Pelantikan: Setelah proses pemilihan umum selesai dan hasil resmi
diumumkan, langkah berikutnya adalah pelantikan calon yang terpilih.
Proses pelantikan ini adalah momen sakral dalam sistem demokrasi, di
mana individu yang berhasil meraih suara terbanyak secara resmi diangkat
ke dalam jabatan yang dimenangkan. Pelantikan biasanya dilakukan dalam
suatu upacara resmi yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan,
termasuk pejabat pemerintah, anggota legislatif, dan masyarakat umum.
Dalam upacara ini, calon terpilih akan mengucapkan sumpah atau janji
jabatan, yang menegaskan komitmen mereka untuk menjalankan tugas dan
tanggung jawab dengan integritas dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Proses pelantikan tidak hanya menandai transisi kekuasaan, tetapi juga
mencerminkan kehendak rakyat yang telah mengekspresikan pilihan
mereka melalui pemilu. Dengan demikian, pelantikan calon terpilih
merupakan langkah akhir yang krusial dalam siklus pemilu, sekaligus awal

dari tanggung jawab baru dalam memimpin dan melayani masyarakat.>®

8 Aryojati Ardipandanto, Op, Cit, 25-30.
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Prinsip Penyelenggaraan Pemilu

Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia diatur secara hukum dalam Undang-
Undang Dasar 1945 serta berbagai undang-undang turunannya, yang
menekankan pentingnya prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan demokrasi
elektoral. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi yang menjamin bahwa proses
Pemilu berlangsung secara adil, jujur, transparan, dan demokratis. Berikut
adalah prinsip-prinsip utama yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan

Pemilu:®’

a. Transparansi: Proses pemilu harus terbuka untuk pengawasan oleh
masyarakat dan lembaga independen, schingga semua pihak dapat
menyatukan dan menilai keadilan pemilu.

b. Akuntabilitas: Penyelenggara pemilu wajib bertanggung jawab pada setiap
tahapan pemilu. Ini termasuk memberikan laporan yang jelas dan terbuka
kepada publik mengenai hasil dan proses pemilu.

c. Langsung: Prinsip langsung berarti bahwa rakyat memberikan pilihan
secara langsung tanpa perantara. Seluruh warga negara yang memenuhi
syarat dapat menggunakan hak pilihnya sendiri sesuai dengan kehendak
hati nurani, tanpa tekanan dari pthak manapun.

d. Umum: Prinsip umum menjamin bahwa semua warga negara Indonesia

yang memenuhi persyaratan berhak memiliki hak yang sama untuk

59 Novembri Yusuf Simanjuntak, Op,. Ciz. 305-458.
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memilih dan dipilih dalam Pemilu. Ini mencakup kesetaraan hak politik
tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, jenis kelamin, atau
golongan.

e. Babas: Prinsip bebas berarti bahwa pemilih memiliki kebebasan untuk
menentukan pilihannya tanpa adanya paksaan, tekanan, intimidasi, atau
pengaruh negatif dari pihak tertentu. Pemilih bebas dalam menentukan
siapa yang dianggap layak mewakili aspirasi mereka.

f. Rahasia: Prinsip ini menjamin bahwa pilihan setiap pemilih tidak diketahui
oleh orang lain. Surat suara dirahasiakan, dan proses pencoblosan
dilakukan di bilik suara tertutup, untuk melindungi kerahasiaan dan
kejujuran dalam memilih.

g. Jujur: Prinsip jujur menekankan bahwa seluruh tahapan Pemilu harus
dijalankan dengan integritas tinggi, tanpa manipulasi, kecurangan, atau
pelanggaran hukum. Penyelenggara, peserta, dan pemilih dituntut untuk
bersikap jujur demi menghasilkan Pemilu yang sah.®

h. Adil: Prinsip adil berarti bahwa semua pihak dalam Pemilu baik peserta,

penyelenggara, maupun pemilih mendapat perlakuan yang setara di

hadapan hukum dan proses Pemilu. Tidak ada diskriminasi, ketimpangan

akses, atau perlakuan istimewa terhadap pihak tertentu.

Profesional: Prinsip profesional mengharuskan penyelenggara Pemilu

(seperti KPU dan Bawaslu) bekerja sesuai dengan ketentuan hukum, etika,

0 Mudiyati, Op,. Cit, 1-168.
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dan standar kinerja yang tinggi. Profesionalisme mencakup kompetensi,

netralitas, dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas.

Tantangan dalam Penyelenggaraan Pemilu

Meskipun Pemilu di Indonesia telah menjadi bagian integral dari sistem
demokrasi sejak era reformasi, dalam praktiknya penyelenggaraan Pemilu
masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan-tantangan ini tidak hanya
bersifat teknis dan administratif, tetapi juga menyangkut aspek sosial, politik,
dan etika. Berikut adalah beberapa tantangan utama dalam pelaksanaan

Pemilu:®!

a. Politik Uang (Money Politics): Politik uang masih menjadi salah satu
persoalan paling serius dalam setiap penyelenggaraan Pemilu. Praktik ini
mencederai prinsip keadilan dan kejujuran dalam demokrasi. Uang kerap
digunakan untuk membeli suara pemilih, memengaruhi keputusan
penyelenggara, atau mendanai kampanye secara ilegal. Politik uang
menghambat lahirnya pemimpin yang kompeten dan berintegritas.

b. Netralitas Penyelenggara dan Aparatur Negara: Tantangan besar lainnya
adalah menjaga netralitas penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu,
serta aparatur sipil negara, TNI/Polri, dan pejabat pemerintahan.
Ketidaknetralan dapat menciptakan ketimpangan dan merusak kepercayaan

publik terhadap proses dan hasil Pemilu.

6! Novembri Yusuf Simanjuntak, Op,. Ciz. 305-458.
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Disinformasi dan Hoaks: Perkembangan teknologi informasi, khususnya
media sosial, telah mempercepat penyebaran hoaks dan disinformasi
selama masa kampanye. Berita palsu sering digunakan untuk menyerang
lawan politik atau memanipulasi opini publik, yang pada akhirnya merusak
kualitas demokrasi dan menciptakan polarisasi di tengah masyarakat.
Partisipasi Masyarakat yang Fluktuatif: Partisipasi pemilih dalam Pemilu,
meskipun cukup tinggi secara kuantitatif, kadang belum disertai dengan
kualitas pilihan yang rasional. Banyak pemilih masih bersikap pragmatis
atau memilih karena faktor emosional dan identitas, bukan berdasarkan
rekam jejak dan visi calon.®?

Logistik dan Distribusi: Indonesia sebagai negara kepulauan dengan
geografis yang luas menghadapi tantangan besar dalam pendistribusian
logistik Pemilu ke seluruh pelosok daerah, terutama daerah terpencil,
terluar, dan tertinggal. Keterlambatan logistik dapat berdampak langsung
pada hak pilih masyarakat.

Sengketa Hasil Pemilu: Sengketa yang muncul akibat ketidakpuasan atas
hasil Pemilu menjadi tantangan tersendiri. Proses hukum di Mahkamah
Konstitusi atau lembaga terkait memerlukan integritas dan keadilan yang
tinggi agar keputusan diterima semua pihak dan tidak menimbulkan konflik

lanjutan.

62 Aryojati Ardipandanto, Op,. Cit, 25-30.



55

g. Kurangnya Pendidikan Politik: Rendahnya pemahaman masyarakat
terhadap sistem politik dan Pemilu sering kali membuat mereka mudah
terpengaruh oleh kampanye negatif, janji kosong, atau simbol-simbol
politik yang tidak substansial. Pendidikan politik yang minim melemahkan
kualitas partisipasi publik.

h. Kompleksitas Regulasi: Peraturan perundang-undangan tentang Pemilu
terus mengalami perubahan dan terkadang tumpang tindih, menyebabkan
kebingungan di lapangan. Selain itu, regulasi yang terlalu teknis dan
kompleks juga menyulitkan penyelenggara dan peserta Pemilu dalam

memahami serta menjalankan ketentuan secara tepat.

Tantangan dalam Penyelenggaraan

Penyelenggaraan pemilu merupakan proses kompleks yang dihadapkan pada
berbagai persoalan. Salah satu tantangan utama adalah logistik. Pengaturan
tempat pemungutan suara (TPS), distribusi surat suara, dan penyediaan fasilitas
yang memadai sering kali menjadi masalah, terutama di daerah terpencil atau
sulit dijangkau. Selain itu, keamanan juga menjadi perhatian penting. Ancaman
terhadap keselamatan pemilih dan petugas pemilu dapat mengganggu
kelancaran proses pemungutan suara. Oleh karena itu, diperlukan kekompakan
antara pihak keamanan dan KPU untuk memastikan bahwa pemilu dapat
berlangsung dengan aman dan damai. Tantangan lainnya adalah partisipasi
masyarakat. Meskipun pemilu adalah hak setiap warga negara, rendahnya

tingkat partisipasi pemilith dapat menjadi kendala dalam menciptakan
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legitimasi hasil pemilu. Upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat
mengenai pentingnya berpartisipasi dalam pemilu sangat diperlukan. Selain
itu, sengketa hasil pemilu juga dapat muncul, yang dapat mengganggu
stabilitas politik. Mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif harus
disiapkan untuk menangani potensi konflik dengan adil dan transparan.
Dengan memahami tantangan-tantangan ini, pihak penyelenggara dapat
merancang cara yang lebih solutif untuk meningkatkan kualitas dan integritas

pemilu, serta memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan lancar.®®

C. Tim Pemenangan Atau Tim Sukses

Tim pemenangan, yang dalam praktik politik sering disebut juga sebagai tim
sukses, merupakan sekelompok individu atau organisasi yang secara khusus
dibentuk untuk memberikan dukungan penuh kepada seorang calon dalam
menghadapi proses pemilihan umum, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif.
Tim ini memainkan peran yang sangat strategis dan vital dalam proses demokrasi
elektoral, karena mereka menjadi ujung tombak dalam membangun citra,
menyosialisasikan visi dan misi, serta menjangkau pemilih melalui berbagai

aktivitas kampanye.®*

1. Struktural Tim Pemenangan

% Novembri Yusuf Simanjuntak, Op,. Cit. 305-458.

64 Annisa Sanova, Literasi Media Sebagai Strategi Komunikasi Tim Sukses Relawan
Pemenangan Pemilihan Presiden Jokowi Jk di Bandung, Jurnal kajian Komunikasi, 4, no 2 (2016)
142-152.
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Dalam struktur sebuah tim pemenangan, terdapat beragam posisi dan fungsi
yang masing-masing memiliki peran penting dan saling melengkapi dalam
mendukung keberhasilan kampanye calon. Tim ini umumnya disusun secara
sistematis dan terorganisasi dengan baik, agar strategi kampanye dapat
dijalankan secara efektif, efisien, dan terarah. Setiap posisi dalam tim memiliki
tugas dan tanggung jawab khusus sesuai dengan bidangnya, sehingga seluruh
proses kampanye dapat berjalan secara terpadu dan profesional. Tim

pemenangan biasanya terdiri dari berbagai posisi dan fungsi, antara lain:%

a. Ketua Tim: Bertanggung jawab atas keseluruhan strategi dan koordinasi
tim.

b. Sekretaris: Mengelola administrasi dan dokumentasi tim.

c. Bendahara: Mengatur keuangan dan anggaran kampanye.

d. Koordinator Lapangan: Memastikan pelaksanaan kampanye di tingkat
lokal.

e. Tim Media: Mengelola komunikasi dan hubungan publik, termasuk media
sosial dan pers.

f. Relawan: Anggota tim yang membantu di lapangan, melakukan kampanye

door-to-door, dan mengorganisir acara.

Fungsi dan Tugas Tim Pemenangan®®

%5 Joni Sutangga, Op,. Cit. 1499-1512.
% Annisa Sanova, Op,. Cit, 142-152.
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Tim pemenangan memiliki beberapa fungsi penting:

a. Perencanaan Strategis: Menyusun rencana kampanye yang mencakup
pesan, metode, dan sasaran pemilih.

b. Penggalangan Dukungan: Membina hubungan dengan pemilih, tokoh
masyarakat, dan organisasi lokal untuk mendapatkan dukungan.

c. Pelaksanaan Kampanye: Melaksanakan berbagai kegiatan kampanye,
seperti rapat umum, acara sosialisasi, dan distribusi materi kampanye.

d. Pengawasan dan Evaluasi: Memantau perkembangan kampanye dan

mengevaluasi efektivitas strategi yang diterapkan.

Strategi Kampanye
Tim pemenangan menggunakan berbagai strategi untuk mencapai tujuan,

antara lain:%’

a. Kampanye Media: Menggunakan iklan di media cetak, radio, televisi, dan
platform digital untuk menjangkau pemilih.

b. Kampanye Tatap Muka: Mengadakan pertemuan langsung dengan pemilih
untuk membangun hubungan personal.

c. Penggunaan Data: Menganalisis data pemilih untuk menentukan segmen

yang perlu dijangkau dan pesan yang paling efektif.

87 Ibid,. 142-152 .
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d. Mobilisasi Relawan: Melibatkan relawan untuk memperluas jangkauan

kampanye dan meningkatkan partisipasi.

4. Tantangan yang Dihadapi
Tim pemenangan sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti:®®
a. Persaingan Ketat: Menghadapi calon lain yang juga memiliki tim
pemenangan yang kuat.
b. Keterbatasan Anggaran: Mengelola dana kampanye dengan efisien agar
semua kegiatan dapat terlaksana.
c. Isu Negatif: Menghadapi serangan dari lawan politik atau isu-isu negatif

yang dapat merusak reputasi calon.

5. Peran dalam Proses Demokrasi

Tim pemenangan berperan penting dalam proses demokrasi dengan:®’

a. Meningkatkan Partisipasi: Mendorong warga untuk berpartisipasi dalam
pemilu dan memahami pentingnya hak suara.

b. Menyebarkan Informasi: Memberikan informasi yang relevan tentang
calon dan program yang ditawarkan, membantu pemilih dalam mengambil

keputusan.

% Asnawati, Mohammad Rizal Roikhan, Pertarungan Tokoh Pemuda dan Pemuda Bejing
Sebagai Makelar Suara: Studi Pada Pemilihan Klebun Kabupaten Pamekasan, Joernal of Political
and Govermern Issues, 1no, 2(2023) 103-112.

% Alamsyah, Dinamika Politik, Pilkades Di, and E R A Otonomi, “Dinamika Politik Pilkades
Di Era Otonomi Daerah 1 Jurnal TAMANPRAJA 1 no. 1(2010): 1-15.
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. Strutur tim pemenangan kedua pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati

Tabel 4.

Struktrur Tim Pemenangan Lukman-Fauzan 7

NAMA JABATAN NAMA JABATAN
Pembina 1 Skretaris
R. Kh. Imron Amin, S.H., M.H Ir. Abd. Rofik. MBA (PKB)
(Gerindra)
Pembina 2 Skretaris
R. Kh. Mohammad Nasih Aschal, M.Pd. Nur Hakim, S.Pd.i (PDIP)
(Nasdem)
Ketua Umum Skretaris
H. Hasani Bin Zuber, S.Ip. (Demokrat) Imron Rosyadi, S.E., M.Si.
(Gerindra)
Ketua Skretaris
Fatkurrahman (PDI-P) Rosidi, M.Pd. (Golkar)
Ketua Skretaris
Mathari (Golkar) Moh. Ali Fahmi, S.Pd. (Demokrat)
Ketua Skretaris
Moch. Aziz, S.H., M.H. (PAN) Sunanto Fahzy (PAN)
Ketua Skretaris
Mahmudi (Hanura) Mudabbir (Nasdem)
Ketua Skretaris
Akhmad Moestamin, Se. (PKS) Moh. Zahid (Hanura)
Ketua Skretaris
R.H. Zulkifli (Perindo) Ja’far, S.Kom. (PKS)
Ketua Skretaris
Choirul Anwar (PSI) Achmad Syaddad MA(PSI)
Ketua Skretaris
: Kholilur Rahman (Buruh) Moh. Yunus (Buruh)
Ketua

H. Syafiuddin, S.Sos., M.H. (PKB)

7 Wawancara dengan Bahiruddin Demisioner KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten

Bangkalan. Pada Tanggal 3 Mei 2025.
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Bendahara Lembaga2
Bendahara Administrasi
Moh. Hasan, S.M
Bendahara Koord
Tajuz Alfaris Rahman (PKB)
Bendahara Syamsul Arifin (PDIP)
Zuhud. S.H
Bendahara Subahan (PKB)
Suyitno, S.E.
Subahan (PKB)
Mashudi (Demokrat)
Sosmet (‘lan Jubir Kam‘panye
Koord Koord
Muhyi (DKR) Sodik (Wartawan)
Mustofa (HZC) Juwaini (HZC)
Samsul Arifin (Berbagi) Samsul Hadi (FJA)
Yusri (KMI) Mubhari (DKR)
Moh. Umar Faruq (Sol) ‘
Khoirul Umam (FJA) Seksi-seksi
Moh. Syarif (Sol) Koord
Abd. Hamid (HZC)
Logistik Samsul Arifin (DKR)
Koord Qoyim Mahsun (PDIP)
Agus Ainul Yakin (FJA)
Abd. Rohim (HZC) Imam Syafii (SOL)
Moh. Ismail (FJA)
[1zam Ismail (LNC) Perhitungan
Moh. Umar Faruq (Sol) Koord
H. Rahmadian (KMI)
Agus Ainul Yakin (FJA) Igbal Halim (SoL)
| Miftah (LNC)
Advokasi & Hukum
Kor dinator
Abd. Hafid (PDIP)
Miftah (LNC) Marzuki (FJA)
Syaifurrahman (PDIP) Syarif Baskoro (Berbagi)
Alfin (FJA) Helmi Fuad (Nasdem)
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Igbal Halim (SoL)

IIn Solihin (Lowyer)

Mutfti Sohib (LNC)

Tabel 5.

Struktrur Tim Pemenangan Mathur-Jayus’!

JABATAN NAMA

JABATAN NAMA

Dewan Penasehat Ketua

Dewan pengarah

KH. Imam Bukhori

KH. Hasbulloh

R. Kholilurrohman

Rahadian Wahyudi

Suaib

Ketua Umum

KH. Zainal Alim

Wakil

Subadar. SH

Hj. Fatonah. SE

Suhaimi

R. Taufiq Masduki

H. Topan

H. Nur Hasan, M.Si,

R. Taufiq Masduki

H. Topan

H. Nurul

Skretaris Umum

Bendahara Umum

Samsol, S. .LKom

Moh. Arifin

Wakin Sekretaris

Wakil Bendahara

Dina Yulia Masdhar Astuti

Muhammad Burhan Arif, SE

Hosyan Muhammad

Moh. Romli, M. IP

Agus Budi Harianto, SE

Seli, S. S., M. Pd

DIVISI-DIVISI

"l Wawancara dengan Bahiruddin Demisioner KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten

Bangkalan. Pada Tanggal 3 Mei 2025
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Devisi Kesekretariatan Devisi Desk Pilkada
Junaidi Dahlawi
Ahlul Basyar Ahmad
Muhib Moh. Romli, M. IP

Devisi Data dan Analisis

Devisi Media dan Kempanye Digital

Masduki Fadil Abd. Ghofar
Wahyudi Gazan
Rohman Mubarok Ahmad Fuazi

Agus. UTM

Devisi Advokasi dan Hukum

Devisi Logistik dan Perlengkapan

Komaruddin, S.H., M.H

Mailan

Abdurrohman, S.H.I, M.H

Surkoni

Risang bima Wijaya, S.H

Iin Nur Mutmainnah

Jupri Kora, S.H., MM

Muhal Junaidi, SH

Zamroni, S.H

Abdul Latiif, ST

Muhammad Yakup, S.H., M.H

Moh. Lukyan

Rofi’l, S.H

Zainal Abidin, S.H

Devisi Kordinator Saksi

Rusman, S.H.I, M.H

Komaruddin

Kosim

Devisi Jurkam

Nawir Devisi Srikandi
Nur Hidayah Robi’atul Munawwarah, DRA
Amrin Luluk Adawiyah

Nia Tussofa

Dengan struktur dan fungsi yang jelas, tim pemenangan berkontribusi

secara signifikan terhadap keberhasilan calon dalam pemilu, sekaligus mendukung

proses demokrasi yang sehat.

E. Elit lokal

Elit lokal merupakan sekelompok individu yang memiliki posisi strategis dan

pengaruh signifikan dalam suatu komunitas atau wilayah tertentu. Keberadaan
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mereka sangat menonjol karena memiliki akses terhadap sumber daya, jaringan
sosial yang luas, serta kekuasaan yang memungkinkan mereka untuk memengaruhi
proses-proses penting dalam masyarakat, terutama dalam konteks pengambilan
keputusan publik maupun privat. Dalam banyak kasus, elit lokal menjadi aktor
kunci dalam menentukan arah pembangunan, kebijakan, serta dinamika sosial-

politik di tingkat lokal. Pengaruh elit lokal tidak terbatas pada satu sektor tertentu.”

Mereka bisa berasal dari berbagai latar belakang, seperti politik, di mana
mereka menduduki jabatan publik seperti kepala daerah, anggota legislatif, atau
tokoh partai politik lokal; ekonomi, misalnya pengusaha besar, pemilik modal, atau
tokoh koperasi yang memegang kendali atas kegiatan ekonomi masyarakat; sosial,
seperti tokoh masyarakat, pemimpin ormas, atau aktivis yang memiliki pengaruh
kuat terhadap opini publik; dan budaya, yang meliputi tokoh adat, budayawan, atau
pemuka agama yang menjadi panutan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat
lokal. Kekuatan elit lokal sering kali terbentuk dan berkembang dari hubungan
sosial yang panjang dan erat dengan masyarakat, ditopang oleh legitimasi
tradisional, kultural, atau bahkan simbolik. Misalnya, dalam komunitas pedesaan,
seorang tokoh yang berasal dari keluarga terpandang atau keturunan pemimpin adat

dapat secara otomatis memperoleh status sebagai elit lokal.”

Sementara dalam konteks perkotaan, elit lokal bisa muncul dari keberhasilan

ekonomi atau keterlibatan aktif dalam organisasi masyarakat sipil. Peran elit lokal

2 Muh Syamsuddin, “Elit Lokal Madura : Sisi Kehidupan Kaum Blater,” Jurnal Lektur
Keagamaan, 13 No. 1 (2015) 157-182, .
73 Mohammad Kosim, Op,. Cit. 149-160.
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sangat kompleks. Di satu sisi, mereka dapat menjadi motor penggerak perubahan
dan pembangunan karena kemampuan mereka dalam memobilisasi massa,
memediasi antara masyarakat dan pemerintah, serta menyuarakan kepentingan
lokal ke dalam forum yang lebih luas. Namun di sisi lain, dominasi elit yang tidak
terkendali juga berpotensi menciptakan ketimpangan kekuasaan, politik patronase,
bahkan memperkuat praktik oligarki di tingkat lokal. Dengan demikian,
pemahaman terhadap dinamika elit lokal sangat penting dalam konteks
pembangunan daerah, demokrasi lokal, serta relasi kekuasaan antara negara dan
masyarakat. Peran mereka tidak hanya sebagai pengambil keputusan, tetapi juga
sebagai pengarah opini, penjaga tradisi, sekaligus penghubung antara kepentingan

lokal dan nasional.’

1. Karakteristik Elit Lokal”’

a. Kepemimpinan: Elit lokal sering kali menempati posisi kepemimpinan
formal, seperti kepala desa, anggota dewan, atau pejabat pemerintah.
Mereka mungkin juga memiliki posisi informal sebagai tokoh masyarakat
atau pemimpin organisasi lokal.

b. Jaringan Sosial: Mereka memiliki jaringan yang luas yang mencakup

berbagai pihak, termasuk pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil. Jaringan

74 Siti Rohmatul Ainillah, “Elite Politik Dalam Kontenstasi Di Desa Dengan Menggunakan
Studi Peran Blater Dalam Pilkades Di Desa Banjar, Galis , Bangkalan Madura” Jurnal Politik Muda
5,no. 3 (2016): 282-90.

7> Mohammad Kosim. Op,. Cit. 149-160.
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ini memungkinkan mereka untuk mempengaruhi keputusan dan kebijakan
di tingkat lokal.

c. Akses terhadap Sumber Daya: Elit lokal biasanya memiliki akses yang
lebih baik terhadap sumber daya, baik dalam bentuk informasi, dana,
maupun dukungan politik, yang dapat digunakan untuk memajukan
kepentingan mereka dan komunitas.

d. Pemahaman Budaya: Mereka sering kali menjadi penjaga norma dan nilai
budaya lokal, memahami konteks sosial dan sejarah komunitas yang

mereka pimpin.

2. Peran Elit Lokal dalam Masyarakat’®

a. Pengambilan Keputusan: Elit lokal terlibat dalam proses pengambilan
keputusan yang mempengaruhi kebijakan publik, pembangunan
infrastruktur, dan program sosial. Mereka sering menjadi bagian dari tim
yang merumuskan kebijakan di tingkat daerah.

b. Penghubung antara Pemerintah dan Masyarakat: Mereka berfungsi sebagai
jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Elit lokal menyampaikan
aspirasi, keluhan, dan kebutuhan masyarakat kepada pihak berwenang,
memastikan bahwa suara masyarakat terdengar dalam pengambilan

keputusan.

76 Jhoni Sutangga, “Strategi Komunikasi Politik Elit NU Pada Pilkada Lombok Tengah 2020
( Studi Atas Keterlibatan Elit NU Dalam Tim Pemenangan Paslon Maiq Meres )” Tesis Pasca
Sarjana  Universitas  Islam  Negeri  Mataram 9, mno. 2 (2023): 1499-1512,
https://doi.org/10.58258/jime.v9i1.4768/http.
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c. Mobilisasi Sumber Daya dan Dukungan: Elit lokal dapat menggerakkan
sumber daya komunitas untuk mendukung proyek pembangunan atau
inisiatif sosial. Mereka memiliki kemampuan untuk mengorganisir
masyarakat dan memobilisasi dukungan untuk mencapai tujuan bersama.

3. Tipe Elit Lokal”’

a. Elit Politik: Termasuk kepala daerah, anggota legislatif, dan pejabat
pemerintah yang memiliki kekuasaan dalam pembuatan kebijakan. Mereka
memainkan peran kunci dalam menentukan arah kebijakan publik.

b. Elit Ekonomi: Pengusaha dan pemilik bisnis yang memiliki pengaruh
ekonomi. Mereka dapat mempengaruhi keputusan investasi dan
menciptakan lapangan kerja, yang berdampak pada kesejahteraan
masyarakat.

c. Elit Sosial dan Budaya: Tokoh agama, akademisi, dan pemimpin
masyarakat yang memiliki pengaruh dalam aspek sosial dan budaya.

Mereka sering menjadi panutan dan sumber inspirasi bagi masyarakat.

4. Tantangan Yang Dihadapi’®

77 Muh Syamsuddin, Op,. Cit .:157-182,

8 Moh Zainor Ridho, “Local Strongman Di Bangkalan: Kuasa Politik ¢ Blater Dalam
Demokrasi Lokal 2008-2018 Local Strongman In Bangkalan: The Power Of Blater In Local
Democracy 2008-2018 Abstrak Politik Lokal , Pada Dasarnya Membicarakan Hubungan Pemerintah
Pusat Dan Pemeri,” Jurnal Kajin 25 no, 2 (2020): 123-143.
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a. Ketidakpuasan Masyarakat: Elit lokal dapat menghadapi kritik dan
ketidakpuasan jika mereka tidak mampu memenuhi harapan atau
kebutuhan masyarakat. Ketidakpuasan ini dapat menyebabkan penurunan
dukungan dan legitimasi mereka.

b. Persaiangan Internal: Dalam komunitas yang sama, elit lokal dapat
bersaing satu sama lain untuk mendapatkan dukungan dan pengaruh.
Persaingan ini dapat menciptakan konflik dan mempengaruhi stabilitas.

c. Keterbatasan Sumber Daya: Meskipun memiliki akses ke sumber daya, elit
lokal sering kali harus menghadapi keterbatasan dalam hal dana dan
dukungan. Mereka harus mampu mengelola sumber daya yang ada dengan

bijak.

5. Dampak Terhadap Proses Demokrasi.”

a. Peningkatan Partisipasi: Elit lokal dapat memotivasi masyarakat untuk
lebih aktif dalam proses politik, termasuk pemilihan umum. Mereka
memainkan peran penting dalam mendorong warga untuk menggunakan
hak suaranya.

b. Penyebaran Informasi: Mereka sering berperan dalam menyebarkan
informasi tentang kebijakan dan program pemerintah, membantu
masyarakat memahami isu-isu penting yang berdampak pada kehidupan

sehari-hari.

" Muh Syamsuddin, Op,. Cit.: 157-182,.”
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c. Stabilitas Sosial: Dengan kepemimpinan yang efektif, elit lokal dapat
membantu menciptakan stabilitas sosial dan mengurangi potensi konflik.
Mereka dapat menjadi mediator dalam menyelesaikan permasalahan di
tingkat komunitas.

d. Inovasi dan Perubahan Sosial: Elit lokal dapat mendorong inovasi dan
perubahan sosial dengan memperkenalkan ide-ide baru dan mendorong

partisipasi masyarakat dalam inisiatif pembangunan.

Elit lokal memainkan peran yang sangat penting dalam dinamika politik
dan sosial di tingkat komunitas. Sebagai pemimpin yang memiliki
pengaruh, mereka bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang
dapat membentuk arah kebijakan publik dan pembangunan daerah.
Melalui jaringan sosial yang luas, elit lokal berfungsi sebagai penghubung
antara masyarakat dan pemerintah, memastikan aspirasi serta kebutuhan

warga terdengar dan dipertimbangkan.

F. Kiai

Kiaisme merupakan istilah yang merujuk pada fenomena sosial dan budaya
yang berhubungan dengan peran Kiai dalam masyarakat, terutama dalam konteks

Islam di Indonesia. Kiai, yang berarti guru atau pemimpin dalam bahasa Arab,
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memainkan peran sentral dalam komunitas Muslim, berfungsi sebagai sumber

pengetahuan, bimbingan spiritual, dan nasihat bagi masyarakat.*

1. Genealogi Kiai.®!

a. Kiai dalam Tradisi Islam: Istilah “Kiai”” awalnya digunakan untuk merujuk
pada seseorang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang agama
Islam dan diakui oleh masyarakat sebagai pemimpin spiritual. Dalam
konteks pesantren, Kiai adalah sosok yang berwenang dalam mendidik
santri dan menyampaikan ajaran agama.

b. Historisitas Kiyaisme: Kiaisme memiliki akar yang dalam dalam sejarah
Indonesia. Selama masa kolonial, Kiai sering kali menjadi tokoh
perlawanan terhadap penjajahan. Mereka berperan dalam mengorganisir
gerakan sosial dan politik untuk memperjuangkan kemerdekaan.
Contohnya adalah peran Kiai dalam peristiwa Jihad dan pertempuran

melawan Belanda.

2. Peran Kiai dalam Masyarakat.

a. Pendidikan Agama: Kiai berfungsi sebagai pendidik yang mengajarkan

ilmu agama, baik di pesantren maupun melalui ceramah di masjid. Mereka

80 Abdur Razaki, Menabur Kharisma Menuai Kuasa: Kiprah Kiyai Dan Blater Sebagai
Rezim Kembar Di Madura (Y ogyakarta: Pustaka Marwa, 2004). 31.

81 Ibid,. 35.

82 Ibid,. 37.
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memiliki tanggung jawab untuk mendidik generasi muda tentang ajaran
Islam, etika, dan moralitas.

b. Penasehat Spritual: Sebagai tokoh yang dihormati, Kiai sering memberikan
nasihat spiritual kepada individu yang menghadapi masalah dalam hidup
mereka. Bimbingan ini mencakup aspek spiritual, sosial, dan psikologis,
membantu masyarakat menemukan solusi dalam kerangka ajaran agama.

c. Perantara Sosial: Kiai berperan sebagai mediator dalam konflik sosial.
Mereka mampu menenangkan ketegangan di antara anggota komunitas dan
memberikan solusi yang adil berdasarkan nilai-nilai Islam.

d. Penggerak Perubahan Sosial: Kiai tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin
spiritual, tetapi juga sebagai agen perubahan. Mereka sering mendorong
masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik yang

bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup.

3. Kiai dalam Konteks Politik.®?

a. Pengaruh Politik: Kiai memiliki pengaruh yang signifikan dalam politik
lokal dan nasional. Mereka sering kali menjadi suara yang didengar oleh
masyarakat, dan dukungan mereka terhadap calon atau partai tertentu dapat
mempengaruhi hasil pemilihan. Hal ini terlihat pada saat pemilu, di mana

Kiai dapat memobilisasi massa untuk memberikan suara.

8 Ibid,. 38.
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b. Peran dalam Organisai Sosial: Banyak Kiai terlibat dalam organisasi
keagamaan besar, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
Organisasi ini tidak hanya berfokus pada pendidikan agama tetapi juga
pada pengembangan sosial dan ekonomi, memberikan kontribusi besar

terhadap kemajuan masyarakat.

4. Tantangan Bagi Kiai.?*

a. Modernisasi dan Globalisasi: Dengan kemajuan teknologi dan arus
informasi yang cepat, Kiai menghadapi tantangan dalam mempertahankan
relevansi mereka. Generasi muda cenderung lebih terbuka terhadap ide dan
informasi baru dari berbagai sumber, yang dapat mengurangi otoritas Kiai.

b. Persaingan dengan Tokoh Lain: Kiai juga bersaing dengan tokoh agama
lainnya yang mungkin memiliki pendekatan yang berbeda terhadap isu-isu
sosial dan agama. Persaingan ini dapat menciptakan fragmentasi dalam

c. Isu Internal: Dalam organisasi keagamaan, terdapat kemungkinan
perbedaan pendapat yang dapat mempengaruhi stabilitas dan keberlanjutan
peran Kiai. Konflik internal atau perpecahan dalam organisasi dapat

mengurangi efektivitas mereka dalam memimpin.

8 Abd Hannan, Kudrat Abdillah, Hegemoni Religio-kekuasaan Dan and Transformasi
Sosial,: Mobilisasi Jaringan Kekuasaan Dan Keagamaan Kyai Dalam Dinamika Sosio-Kultural
Masyarakat Madura” Jurnal Sosial Budaya 16, no. 1 (2019) 15.
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5. Kiai dan Identitas Budaya.®

a. Penjaga Tradisi: Kiai berperan penting dalam melestarikan tradisi dan nilai-
nilai budaya lokal. Mereka membantu masyarakat memahami pentingnya
akhlak, moralitas, dan etika dalam kehidupan sehari-hari.

b. Adaptasi dan Inovasi: Meskipun mereka menjaga tradisi, banyak Kiai yang
berusaha mengintegrasikan pemikiran modern dalam pendidikan dan
bimbingan mereka. Mereka mengajarkan santri untuk berpikir kritis dan

memahami konteks global tanpa meninggalkan nilai-nilai agama.

6. Kiai dan Peran Generasi Muda®®

a. Mentoring Santri: Kiai tidak hanya mendidik santri secara akademis, tetapi
juga memberikan bimbingan karakter. Mereka mengajarkan nilai-nilai
kepemimpinan, tanggung jawab, dan keterlibatan sosial kepada generasi
muda.

b. Keterlibatan di Media Sosial: Beberapa Kiai telah mulai menggunakan
platform media sosial untuk menyebarkan ajaran dan nilai-nilai Islam,

menjangkau audiens yang lebih luas, terutama generasi muda. Ini adalah

85 Alia Fitriyani, Honainah, Tina Syahadatina. “The Injluence of Sangkolan Tranction on
Weaalt Distribution Madura: APolitical Economic Perspective,” Jurnal of Qualitative and
Quantitative Research 2 no. 2 (2025.

8 Muhammad Adlin Sila, “Kiai Dan Blater: Antara Kesalehan Dan Kekerasan Dalam
Dinamika Politik Lokal Di Madura,” Jurnal STUDIA ISLAMIKA 26 no. 1 (2019) 15-23,
https://doi.org/10.15408/sdi.v26i1.11121.
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langkah penting untuk memastikan bahwa pesan agama tetap relevan di era

digital.

Kiai merupakan fenomena yang sangat penting dalam konteks masyarakat
Indonesia. Kiai, sebagai pemimpin spiritual dan sosial, memiliki peran
multifungsi yang meliputi pendidikan, bimbingan, mediasi, dan penggerak
perubahan. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, Kiai tetap
menjadi aktor kunci dalam mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya,
serta mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik.
Dengan adaptasi yang tepat terhadap perubahan zaman, Kiai dapat terus
berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik dan

berkeadilan.
G. Blater

Menurut Wiyata, Menurut Wiyata, Blater adalah sosok yang perilakunya
cenderung mengarah pada tindakan kriminal, seperti berjudi, mabuk-mabukan,
serta berpoligami atau terlibat dalam praktik prostitusi. Sementara itu, Abdur
Rozaqi mendefinisikan Blater sebagai individu yang menguasai ilmu kanuragan,
yang sering kali dilengkapi dengan kemampuan kebal dan unsur magis yang
memperkuat kharismanya. Ia juga memiliki pengetahuan agama, meskipun hanya
digunakan untuk kepentingan pribadi. Namun, yang paling menonjol dari sosok

Blater adalah peran sosialnya sebagai figur kuat di lingkungan desa.®’

87 Latief Wiyata, Op,. Cit. 3.
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Istilah lain dari Blater kerap disebut juga dengan istilah Reng seppo disah.
Namun, dalam pandangan komunitas Blater sendiri, status sosial bajingan dianggap
berada di tingkat yang lebih rendah. Bajingan biasanya dicirikan sebagai sosok
yang arogan, kasar, sombong, dan sering menimbulkan keributan. Kegiatan yang
identik dengan bajingan meliputi berjudi, mengonsumsi minuman Kkeras,
berhubungan dengan banyak perempuan, poligami, mencuri, merampok, serta
berbagai tindak kriminal lainnya. Pada praktiknya, sifat dan perilaku tersebut juga
bisa ditemukan pada kaum Blater, sehingga perbedaan antara keduanya menjadi
kabur. Media sosial Blater yang paling dikenal antara lain réemoh réemoh, carok,
keraben sapeh, sabung ajem, ando’an dereh, serta berbagai bentuk perjudian

lainnya.3®

Sebenarnya, istilah yang digunakan untuk menyebut sosok orang kuat di
berbagai daerah berbeda-beda, meskipun peran substansialnya sering kali serupa.
Di Madura, sosok tersebut dikenal dengan sebutan Blater, di Banten disebut jawara,
sementara di wilayah Jawa terdapat istilah seperti bandit, kecu, dan lainnya.? Yang
menjadi perbedaan jauh antara Blater dengan bajingan menurut tokoh tokoh
akademisi muda bangkalan adalah Blafter adalah sosok tokoh yang dermawan,
bijaksana dan belas kasih, karena ia mantan dari bajungan atau bajiangan yang

sudah insaf.

Dalam konteks Madura, secara historis, ke-Blateran dalam berbagai hal kerap

dikaitkan dengan figur jago sebagai sosok orang kuat di desa. Hal ini terjadi karena

8 Abdur Razaki, Op,.Cit. 8.
8 Muhammad Aldin Sila, Op,. Cit,: 13.
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konstruksi ke-Blateran memiliki hubungan yang erat dengan konsep jagoanisme
dalam masyarakat. Blater adalah figur kuat di Madura, baik secara fisik maupun
spiritual, dan biasanya dikenal memiliki ilmu kekebalan. Seorang jago atau Blater
mampu menarik pengikut dan anak buah, di mana kekuatannya tidak hanya
bergantung pada kemampuan mengelola kekerasan, tetapi juga pada banyaknya

anak buah yang dimilikinya.”

Seorang jago atau Blater merupakan produk dari eksploitasi yang dilakukan
oleh “kekuasaan kembar,” yakni kaum aristokrat atau ningrat yang menjalankan
birokrasi kekuasaan berkolaborasi dengan penjajah Belanda, yang tidak hanya
mengeksploitasi ekonomi rakyat, tetapi juga fisik dan mentalitas Masyarakat.
Dalam situasi seperti ini, seringkali terjadi pencurian tanaman pangan, sapi, dan
komoditas lainnya yang disertai tindak kekerasan, bahkan pembunuhan. Keadaan
tersebut menjadikan peran jagoan selalu penting di tengah masyarakat. Sejak masa
prakolonial, organisasi jago menjadi satu-satunya alat kekuasaan. Bahkan, seorang
raja kerap disandingkan dengan figur jago, walaupun untuk menjadi Raja harus
terlebih dahulu memperoleh wahyu kedaton sebagai bentuk legitimasi. Dalam
praktiknya, kekuatan politik seorang penguasa sering diukur dari kapasitas personal
melalui banyaknya jumlah pengikut yang dimilikinya, sehingga figur raja tidak lain

adalah seorang super jago.”!

% Kyoto Review and Southeast Asia, “Social Origin Dan Politik Kuasa Blater Di Madura
Abdur Rozaki Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Institute for Research and
Empowerment Yogyakarta” 11, no. 11 (2009): 1-12.

1 Muh Syamsuddin, Op,. Cit, 157-182.
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Sejarah Blater di Madura tidak bisa dipisahkan dari kondisi sistem ekologis
Madura, kemunculan komunitas Blater terkait pula dengan ekosistem tegalan
dengan area tanah pertanian yang tandus, gersang dan tidak produktif bagi sistem
pertanian sawah. Kondisi ini diperparah pula oleh adanya curah hujan yang sangat
terbatas membuat para petani Madura menghasilkan produk pertanian yang serba
terbatas. Kondisi ini secara langsung menciptakan kondisi kemelaratan dan
kemiskinan dikalangan warga desa. Lahan pertanian yang tidak memberikan
keuntungan ekonomis disertai peningkatan jumlah penduduk yang cukup tinggi dari
tahun ketahun menciptakan problem ekonomis yang cukup kuat. Kondisi ini tak
jarang membuat orang Madura mengambil pilihan untuk migrasi sebagai solusi
yang dianggap strategis guna memperbaiki masa depannya. Sekalipun pada
kenyataannya migrasi bukan pula jalan satu-satunya dalam perbaikan nasib atau
cara untuk dapat bertahan hidup (survival of life). Cara lain yang oleh sebagian
anggota masyarakat dipandang sebagai cara atau jalan ‘“hitam” adalah dengan
menjadi bandit atau Blater. Kondisi awal keBlateran adalah cara bagi anggota
masyarakat untuk bertahan hidup akibat kemiskinan yang dideritanya. Tindakan
mencuri, bahkan terkadang dengan membegal (merampok) adalah gerak spontan
agar dapat bertahan hidup. Bahkan jalan pintas mengatasi kemiskinan dapat
dilakukan dengan menjadi bandit, preman dan sejenisnya. Meskipun pengalaman

ini tidak hanya terjadi di Madura semata.””

Tumbuhnya komunitas Blater sebagai suatu kekuatan sosial masyarakat,

terutama dikawasan pedesaan. Dengan demikian, merupakan produk dari

92 Latif Wiyata, Op,Cit, 17.
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pergumulan sosiologis masyarakat. Dalam konteks perbanditan atau ke-Blateran
ini, Menurut Holilah, Dalam realitas masyarakat Madura, Blater dibedakan
menjadi dua, yaitu: Blater “pol” atau Blater “rajeh” (Blater papan atas) dan Blater
“tanggung” (Blater biasa). Kedua pengkategorian Blater di atas memiliki ciri-ciri

sebagai berikut:”

1. Blater “pol”/Blater “rajeh” (Blater papan atas)

a. Memiliki kekuasaan

b. Memiliki anak buah atau kelompok

c. Berposisi sebagai pemimpin kelompok

d. Memiliki pengaruh atau ditakuti dimasyarakat

e. Namanya dikenal sampai keluar daerah (lintas desa atau lintas kecamatan)
f. Mapan secara ekonomi

g. Dapat membuat dan meredam konflik di masyarakat

2. Blater “tangghung” (Blater Biasa)
a. Tidak memiliki anak buah atau kelompok
b. Meskipun memiliki kelompok, hanya berposisi sebagai anak buah
c. Kurang memiliki pengaruh atau kurang disegani masyarakat

d. Dan secara ekonomi kurang mapan

% Abdur Razaki. Op,. Cit. 14.



BAB III

ANALISIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA 2024 DI KABUPATEN BANGKALAN (STUDI

PERAN KIAI DAN BLATER)

A. Bangkalan dengan Sosiopolitiknya

Kabupaten Bangkalan, yang terletak di bagian barat Pulau Madura, Provinsi
Jawa Timur, memiliki luas wilayah sekitar 1.260.14 km?, dengan topografi yang
sebagian besar berupa dataran rendah dan perbukitan di bagian tengah hingga
timur. Sebelah barat, Selat Madura berbatasan langsung dengan Kota Surabaya
melalui Jembatan Suramadu (Surabaya—Madura) yang menghubungkan Pulau
Jawa dan Pulau Madura.

Kabupaten ini memiliki sejarah politik yang panjang dan berakar kuat pada
sistem kerajaan tradisional. Pada abad ke-16 hingga abad ke-19, wilayah ini
diperintah oleh Dinasti Cakraningrat, yang memainkan peran penting dalam
dinamika kekuasaan antara kerajaan-kerajaan lokal dan kekuasaan kolonial
Belanda. Para raja Bangkalan kala itu tidak hanya memiliki otoritas administratif,
tetapi juga kekuasaan kultural dan spiritual atas masyarakatnya. Hal ini
menjadikan posisi mereka sangat kuat dalam struktur sosial masyarakat Madura.**

Setelah wafatnya Panembahan Cakra Adiningrat VIII pada 1882 tanpa

meninggalkan ahli waris yang sah, Kerajaan Bangkalan perlahan dibubarkan oleh

% Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI, “Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI,
Sekilas Kerajaan Bangkalan, diakses 27 Juni 2025,
https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpkw11/sekilas-kerajaan-bangkalan/., 2025.
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Pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1885, sistem pemerintahan diganti dari
kerajaan menjadi kabupaten, dan Pangeran Suronegoro diangkat sebagai bupati
pertama. Ini menandai dimulainya integrasi struktur kekuasaan tradisional
Madura ke dalam sistem kolonial Belanda.”

Memasuki masa kemerdekaan, struktur pemerintahan Kabupaten
Bangkalan dikendalikan langsung oleh pemerintah pusat melalui sistem birokrasi
yang sentralistik. Namun demikian, aktor lokal seperti kiai dan blater (tokoh adat
berpengaruh) tetap memainkan peran informal, namun signifikan dalam
penentuan kebijakan dan mobilisasi politik, terutama di tingkat desa dan
kecamatan.”®

Reformasi 1998 menjadi titik balik penting dalam politik lokal Bangkalan.
Desentralisasi memberi ruang bagi elite lokal untuk mengambil alih posisi
strategis dalam pemerintahan daerah. Salah satu tokoh yang muncul dalam
konteks ini adalah Fuad Amin Imron, mantan Ketua DPRD Bangkalan yang
kemudian menjadi Bupati dua periode 2003-2013. Ia dikenal memiliki jaringan
kuat dengan kiai dan kelompok blater, sehingga memperkuat legitimasi politiknya
secara kultural dan sosial.”’

Pasca era Fuad Amin sampai saat ini, politik lokal Bangkalan masih sangat

dipengaruhi oleh jaringan informal berbasis patron-klien, khususnya antara elite

%Asal Dan Sejarah, [Lengkap] Sejarah Kabupaten Bangkalan, Diakses 27 Juni 2025,
https://www.asaldansejarah45.com/2021/09/lengkap-sejarah-kabupaten-bangkalan.html., n.d.

% Khoiron Febrianto, "Menatap Demokrasi Bangkalan: Tolak Politik Dinasti Dan Oligarki
DalamPilkada2024",Kompasiana,2023 https://www . kompasiana.com/khoironfebrianto7172/6630e
ef8de948133a97db562, 2023.

%7 Radar Madura,‘Fuad Amin Dan Politik Patronase Di Bangkalan,” Radar Madura, 2023,
Https://Radarmadura.Jawapos.Com/Politik/745018812/Fuad-Amin-Dan-Politik-Patronase.,” n.d.
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politik, tokoh agama, dan aktor adat. Dalam konteks pemilihan umum, baik
legislatif maupun kepala daerah, peran Kiai dan Blater sering menjadi penentu
utama arah dukungan suara.”®

Terbukti dan nyata pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan
2024, calon yang didukung oleh banyak golongan Kiai dan Blater menjadi
pemenang. Pada pemilu 2024 di Bangkalan terdapat dua pasangan calon, yakni
Lukman Hakim berpasangan dengan Fauzan Jakfar di dukung oleh banyak
kalangan Kiai dan Blater sedangkan Mathur Khusairi dengan Jayus Salam di
dukung oleh para akademisi, dengan perolehan suara sebagaimana berikut.

Table 6.

Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan®’.

Nama Lukman Hakim-Fauzan | Mathur Khusairi-Jayus Salam
Jakfar
60,17% 39,83%
Jumlah
319.072 211.201

Hasil ini menentukan bahwa Kiai dan blater menjadi representasi penentu

kemenangan yang mutlak bagi Lukman Hakim dan Fauzan Jakfar.

Tabel 7.

Rekapitulasi DPS

% Muhammad Zakaria, “Kiai Madura Antara Politik Dan Norma Agama,” Radar Madura,
2023, Https://Radarmadura.Jawapos.Com/Catatan/745089812/Kiai-Madura-Antara-Politik-Dan-
Norma-Agama,” .

9 Wawancara dengan Bahiruddin Demisioner KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten
Bangkalan. Pada Tanggal 3 Mei 2025
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Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Bangkalan Tahun 2024 Oleh KPU Kabupaten Bangkalan.'®

No Nama DPS
Kecamatan | Jml Desa Jml Laki-Laki | Perempuan | Jumlah
Tps
1 | Bangkalan 13 118 30.602 32.792 63.394
2 | Socah 11 89 22.550 24.378 46.928
3 | Burneh 12 92 22.285 23.585 45.870
4 | Kamal 10 67 17.458 19.220 36.678
5 | Arosbaya 18 66 16.833 17.784 34.617
6 | Geger 13 104 28.495 30.815 59.310
7 | Klampis 22 81 19.434 21.289 40.723
8 | Sepulu 15 64 15.628 16.825 32.453
9 | Tanjung 14 74 18.831 20.478 39.309
Bumi
10 | Kokop 13 93 23.123 26.455 51.57
11 | Kwanyar 16 70 18.005 19.185 37.190
12 | Labang 13 55 13.608 14.773 28.381
13 | Tanah merah 23 99 24.968 26.103 51.071

100 Wawancara dengan Bahiruddin Demisioner KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten
Bangkalan. Pada Tanggal 3 Mei 2025
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14 | Tragah 18 53 10.896 11.674 22.570
15 | Blega 19 &3 20.473 21.345 41.818
16 | Modung 17 66 15.395 17.193 32.588
17 | Konang 13 81 19.143 19.772 38.915
18 | Galis 21 119 30.334 32.109 62.443

TOTAL 281 1.473 370.061 395.775 | 765.836

B. Peran Kiai Dan Blater Dalam Proses Penyelenggaraan Dan Hasil Pemilu

2024 Di Kabupaten Bangkalan

Pemilihan umum (pemilu) merupakan momentum penting bagi warga
negara untuk menentukan atau memilih pemimpin sesuai dengan kehendak hati
nurani mereka. Penyelenggaraan pemilu menjadi indikator bahwa suatu negara
menganut sistem demokrasi, karena pemilu adalah perwujudan dari demokrasi
prosedural.'®! Meskipun demokrasi dan pemilu bukanlah hal yang identik, pemilu
tetap menjadi elemen esensial dalam praktik demokrasi dan harus dilaksanakan
secara adil, bebas, dan jujur.'®

Salah satu bentuk paling nyata dari demokrasi di tingkat lokal adalah
pemilihan kepala daerah, termasuk pemilihan bupati. Dalam konteks ini, kepala
daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang telah memenuhi syarat sebagai
pemilih. Proses ini tidak hanya melibatkan masyarakat umum sebagai pemilih,

tetapi juga menghadirkan peran signifikan dari berbagai aktor sosial seperti tokoh

19 Ni’'matul Huda, Pilkada Serentak, Hubungan Pusat Dan Daerah Dan Kebijakan
Penanganan Covid-19, Fh UII Press, (Yogyakarta, 2020),7.

102 Sri Hastuti Puspitasari, “Mahkamah Konstitusi Dan Penegakkan Demokrasi
Konstitusional,” Jurnal Konstitusi, 8, no. 3 (2011): 84.
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masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh agama. Mereka kerap kali menjadi bagian
dari tim sukses atau jaringan pendukung calon, baik secara formal maupun
informal, dan turut memengaruhi dinamika pemilu di lapangan.'®

Dalam proses pemilihan kepala daerah, khususnya pemilihan bupati, peran
tokoh agama dan tokoh masyarakat menjadi sangat krusial. Tokoh masyarakat
umumnya merupakan representasi dari nilai-nilai kepemimpinan yang dijadikan
acuan oleh komunitas dalam menyalurkan aspirasi dan mewujudkan harapan
kolektif. Oleh karena itu, karakter kepemimpinan yang melekat dalam diri seorang
tokoh masyarakat menjadikan mereka sosok yang disegani dan dihormati di
lingkungannya.

Pengaruh mereka tidak hanya berasal dari posisi simbolik, tetapi juga dari
keterlibatan aktif dalam kehidupan sosial sehari-hari serta kecakapan yang mereka
miliki. Berkat kelebihan-kelebihan tersebut baik dalam hal pengetahuan,
pengaruh, maupun sumber daya ekonomi tokoh masyarakat sering kali
dikategorikan sebagai bagian dari elit lokal. Dalam konteks ini, elit lokal dapat
dipahami sebagai individu-individu yang memiliki kapasitas lebih dalam
memengaruhi keputusan politik dan sosial di tingkat komunitas.!**

Strategi komunikasi politik merupakan elemen fundamental dalam
mempersiapkan kontestasi pemilihan kepala daerah. Komunikasi politik tidak
sekadar menjadi alat untuk memenangkan persaingan dengan calon lain, tetapi

juga berfungsi sebagai sarana pembentukan citra politik yang positif di hadapan

103 H. A. W. Widjaja, Otonomi Desa (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003). 22.
104 Aryono Harun, Subehan KhalikPeran Tokoh Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa
Bontoala Kabupaten Gowa. Jurnal Siyasatuna,” Jurnal Siyasatuna 2, no. 1 (2021): 70.
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publik. Dalam konteks ini, teori komunikasi politik klasik yang dikemukakan oleh

Harold Lasswell.'%

sangat relevan, yakni bahwa komunikasi terdiri dari lima
elemen penting: who says what in which channel to whom with what effect.
Artinya, keberhasilan komunikasi politik ditentukan oleh siapa yang
menyampaikan pesan, apa isi pesannya, melalui saluran apa disampaikan, kepada
siapa pesan itu ditujukan, dan dampak apa yang ditimbulkan.

Dalam pelaksanaan kampanye, para kandidat kepala daerah bersama tim
suksesnya merancang strategi komunikasi secara terencana agar pesan-pesan
politik dapat tersampaikan secara efektif kepada pemilih. Masyarakat menjadi
aktor utama yang dituju dalam komunikasi ini, sebab keberhasilan dalam
memengaruhi persepsi dan pilihan masyarakat akan menentukan kemenangan
calon dalam pemilihan.

Dalam hal ini, tokoh-tokoh lokal seperti Kiai dan Blater memainkan peran
kunci sebagai komunikator politik. Kehadiran mereka dalam kehidupan sosial
masyarakat, serta intensitas interaksi langsung yang mereka bangun sehari-hari,
menjadikan mereka sebagai saluran komunikasi yang efektif dan kredibel. Posisi
mereka memungkinkan penyampaian pesan politik para calon terasa lebih
personal, meyakinkan, dan sulit ditolak oleh masyarakat.'%

Keterlibatan elite politik lokal dalam proses pemilihan kepala daerah
merupakan salah satu faktor strategis yang sangat diharapkan oleh pasangan calon

bupati. Hal ini disebabkan oleh posisi elite lokal yang memiliki pengaruh kuat

195 Harold D. Lasswell, The Structure and Function of Communication in Society, ed. Lyman
Bryson (New York: Institute for Religious and Social Studies, 1948), 37-51

106 Emilsyah Nur., “Strategi, Komunikasi Tim Sukses Pada Kampanye Politik Untuk
Memenangkan Calon Legislatif Kota Makassar,” Jurnal Diakom, 2, no. 1 (2019): 121.
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dalam membentuk opini publik serta mengarahkan preferensi politik masyarakat
di tingkat akar rumput. Di Kabupaten Bangkalan, figur elite politik lokal yang
paling menonjol adalah Kiai dan Blater, dua aktor sosial-politik yang memiliki
basis pengaruh berbeda namun saling melengkapi dalam kontestasi elektoral.

Peran Kiai dan Blater tidak hanya simbolik, tetapi juga operasional dalam
proses pemenangan calon. Keduanya berperan aktif dalam menggalang dukungan,
menyosialisasikan visi dan misi pasangan calon yang mereka dukung, serta
menyebarluaskan pesan politik hingga ke pelosok desa. Dalam praktiknya, tokoh-
tokoh ini tidak hanya tampil sebagai tim sukses formal, tetapi juga sebagai team
maker yaitu pihak yang menyusun strategi dan merekayasa kekuatan politik di
balik layar demi memastikan kemenangan calon yang mereka dukung.

Kekuatan Kiai dan Blater sebagai elite lokal mencerminkan teori elite dalam
politik yang menyatakan bahwa dalam setiap masyarakat, terdapat sekelompok
kecil orang yang memiliki pengaruh luar biasa dalam menentukan arah kebijakan
dan keputusan publik (Miliband, 1969). Dalam konteks pemilu lokal, elite
semacam ini sering menjadi perpanjangan tangan kekuasaan yang menjembatani
antara calon kepala daerah dengan masyarakat pemilih.'%’

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak hanya menjadi instrumen
demokrasi elektoral, tetapi juga membuka ruang bagi tokoh-tokoh masyarakat
lokal untuk mengaktualisasikan gagasan maupun kepentingan politik yang
diyakini membawa manfaat bagi komunitasnya. Kedekatan emosional yang

dimiliki tokoh masyarakat dengan warga menjadikan mereka sebagai aktor

107 Aryono Harun, Op,. Cit. 73.
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strategis dalam menyampaikan aspirasi serta mengartikulasikan harapan publik
kepada para kandidat kepala daerah.

Di Kabupaten Bangkalan, keberadaan tokoh masyarakat masih sangat
kental dengan ikatan nilai-nilai tradisional dan kultural. Hal ini menunjukkan
bahwa partisipasi politik di tingkat lokal tidak sepenuhnya dilepaskan dari
pengaruh struktur sosial yang bersifat komunal dan patronistik. Tokoh-tokoh
seperti Kiai dan Blater, yang telah mengakar dalam kultur lokal, bukan hanya
hadir sebagai penyambung lidah rakyat, tetapi juga sebagai agen pembentuk
orientasi politik masyarakat.

Fenomena Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Bangkalan menarik untuk
dicermati karena menunjukkan bagaimana eksistensi tokoh masyarakat tidak
dapat dipisahkan dari dinamika politik lokal. Partisipasi mereka dalam proses
elektoral turut membuka kembali ruang-ruang etnisitas dan kultural yang
sebelumnya bersifat laten, untuk kembali tampil dan tumbuh subur dalam wacana
dan praktik politik masyarakat. Dengan kata lain, Pilkada menjadi arena tidak
hanya bagi kompetisi elektoral, tetapi juga bagi artikulasi identitas kultural lokal
yang berkelindan dengan kepentingan politik praktis.'%

Pengalaman Pilkada di berbagai daerah menunjukkan bahwa mesin politik
partai bukanlah satu-satunya faktor penentu kemenangan kandidat. Dalam banyak
kasus, popularitas tokoh masyarakat justru memiliki daya tarik elektoral yang

lebih besar dibanding kekuatan struktural partai. Popularitas tersebut umumnya

108y, Rachman,Pilkada, Dinasti Politik Di Era Desentralisasi (Studi Tentang Habitus and
Field, Aktor Politik Dalam Kontestasi Pilkada Kab. Bangkalan Yang Melahirkan Dinasti Politik).
Dimensi: Journal of Sociology, 41, no. 2 (2020): 151-69.
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dibangun atas dasar rekam jejak sosial, kedekatan emosional dengan masyarakat,
serta citra moral yang terbentuk secara kultural dari waktu ke waktu. Dengan
demikian, tokoh-tokoh lokal seperti Kiai dan Blater sering kali memiliki posisi
strategis dalam memengaruhi arah dukungan pemilih di tingkat akar rumput.

Dalam konteks ini, kualitas personal dan riwayat kepemimpinan menjadi
indikator penting dalam menentukan elektabilitas. Pemilih tidak hanya melihat
keterikatan partai, tetapi juga mempertimbangkan sejauh mana seorang tokoh
memiliki kredibilitas dan rekam jejak yang dapat dipercaya. Hal ini menunjukkan
adanya pergeseran dari politik berbasis identitas semata menuju politik yang lebih
rasional, meskipun keduanya sering kali tetap berjalan berdampingan dalam
praktik politik lokal.

Sejatinya, pemilu yang berkualitas diharapkan mampu melahirkan
pemerintahan yang sah secara hukum, demokratis dalam proses, dan benar-benar
merepresentasikan aspirasi rakyat. Pemilu bukan hanya peristiwa elektoral
semata, tetapi merupakan bagian dari mekanisme transisi kekuasaan yang
idealnya berlangsung secara damai dan berkeadaban. Dalam jangka panjang,
pemilu yang sehat dapat menjadi sarana pembelajaran kolektif bagi masyarakat
untuk membangun institusi politik yang kokoh, akuntabel, dan menjamin
kesinambungan demokrasi lokal yang bermakna.'%’

Pemilihan Bupati di Bangkalan merefleksikan dinamika politik lokal yang

dipengaruhi secara signifikan oleh struktur sosial dan budaya masyarakat

109 Zainal Arifin. Hoesein, Pemilu Kepala Daerah Dalam Transisi Demokrasi. Jurnal
Konstitusi, 7, no. 7 (2016). 1. Https://D0i.Org/10.31078/Jk761,”.
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setempat. Dua aktor utama yang memiliki pengaruh besar dalam kontestasi politik
ini adalah elit politik lokal, yakni Kiai dan Blater.''® Di lain itu, mereka adalah
patron budaya sosio-kultural masyarakat Bangkalan yang sangat diperhitungkan
dalam setiap pemilu. Kiai, sebagai pemimpin keagamaan, memiliki legitimasi
moral dan spiritual yang luas, sedangkan Blater yang kerap memiliki kekuasaan
informal berbasis pengaruh, disiplinan, dan kekuatan sosial berperan sebagai
penggerak lapangan dalam proses politik.!!'! Memahami peran kedua elit politik
lokal ini penting untuk menelusuri bagaimana interaksi antara kekuasaan kultural
dan politik lokal berlangsung dalam praktik elektoral di tingkat lokal.

Peran Kiai dalam politik lokal di Bangkalan tidak semata-mata berakar pada
otoritas religius yang mereka miliki, tetapi juga pada posisi strategis mereka
sebagai aktor kunci dalam konstelasi kekuasaan sosial dan politik lokal. Kiai
umumnya memimpin pesantren, membina jaringan alumni dan simpatisan yang
luas, serta menjadi panutan moral dalam kehidupan sosial masyarakat. Karena itu,
dukungan politik dari seorang Kiai dalam kontestasi elektoral tidak hanya bersifat
simbolik, melainkan juga mengandung kekuatan legitimasi spiritual dan sosial
yang signifikan terhadap calon yang didukung.'!?

B.1. Peran Kiai

Dalam konteks Pilkada Bangkalan 2024, keterlibatan langsung sejumlah

Kiai memberikan ilustrasi konkret bagaimana pengaruh ini bekerja. Dukungan

10" Choirul Mahfud, Islam Kultural Dan Politik Lokal: Studi Tentang Kiai Di Madura
(Yogyakarta: LKiS, 2006), 44.

" 7uly Qodir, Blater: Konstruksi Kekuasaan Lokal Dan Politik Identitas Di Madura
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 39.

112 Choirul Mahfud, Op.Cit.,78.,
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terbuka dari KH. Abdullah Zubaer (Pengasuh Pesantren Nurul Cholil) dan KH.
Nasih Askhol (Pengasuh Pesantren Syaikhona Kholil) terhadap pasangan
Lukman-Fauzan menunjukkan bahwa restu politik dari tokoh agama karismatik
dapat menjadi instrumen penting dalam membentuk opini dan preferensi politik
masyarakat. Dalam konteks masyarakat Madura yang masih kuat diwarnai oleh
patronase religius, keterlibatan Kiai seperti ini sering kali dimaknai sebagai
petunjuk moral sekaligus arah politik yang sah untuk diikuti.

Dukungan Kiai dalam kontestasi politik lokal di Bangkalan tidak berhenti
pada level simbolik atau moral semata, melainkan juga bersifat operasional dan
strategis. Melalui medium ceramah, pengajian, hingga mobilisasi jamaah, Kiai
memainkan peran aktif dalam mengarahkan pilihan politik masyarakat. Dalam
kultur masyarakat Bangkalan, restu seorang Kiai kerap kali memiliki otoritas yang
melampaui pengaruh partai politik formal. Masyarakat cenderung mengikuti
arahan politik Kiai sebagai bentuk kepatuhan spiritual sekaligus simbol
kepercayaan sosial yang tinggi.Fenomena ini menunjukkan bahwa perilaku
memilih dalam Pilkada Bangkalan tidak selalu ditentukan oleh pertimbangan
rasional terhadap platform atau visi-misi kandidat, melainkan lebih banyak
dipengaruhi oleh kedekatan emosional dan spiritual terhadap figur Kiai.!'!?

Salah satu contoh nyata adalah dukungan dari KH. Hasani Zubaer pengasuh
pesantren besar dengan jaringan santri yang tersebar hampir di setiap desa di

Bangkalan. Otoritas beliau tidak hanya bersumber dari kapasitas keilmuan dan

3 Budi Handoko, ¢Politik Simbolik Dalam Ruang Keagamaan: Studi Kasus Di
Bangkalan,’Jurnal Sosial Politik Islam 14, no. 2 (2022): 144.
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kepemimpinan pesantren, tetapi juga dari garis keturunan beliau sebagai bagian
dari Bani Kholil, yakni keturunan dari Syaikhona Kholil, ulama legendaris yang
memiliki pengaruh spiritual transgenerasional di Madura. Di Bangkalan, nasab
keilmuan dan darah keturunan dari Syaikhona Kholil masih dianggap sebagai
bentuk legitimasi paling agung. Kiai yang berasal dari garis keturunan ini tidak
hanya dipandang memiliki otoritas agama, tetapi juga kekuatan sosial-politik yang
kuat. Oleh karena itu, ketika seorang calon kepala daerah mendapatkan dukungan
dari Bani Kholil, hal tersebut secara otomatis menjadi sorotan utama masyarakat
dan berpotensi besar menentukan arah dukungan kolektif.

Dalam dinamika politik lokal di Bangkalan, preferensi politik masyarakat
kerap kali dipandu oleh pertimbangan spiritual dan kultural, bukan oleh visi-misi
kandidat maupun kekuatan partai politik. Di berbagai desa, saat pemilu
berlangsung, pertanyaan utama yang muncul bukan tentang platform kebijakan,
tetapi tentang kepada siapa para Kiai, khususnya dari kalangan Bani Kholil,
memberikan dukungan politiknya. Dukungan tersebut dianggap sebagai bentuk
restu yang sahih dan kredibel dalam menentukan arah pilihan.

Kiai Hasani Zubaer, misalnya, dikenal luas sebagai salah satu figur sentral
dari Bani Kholil yang memiliki pengaruh masif dalam peta politik Bangkalan.
Masyarakat desa menganggap bahwa calon yang didukung oleh Bani Kholil
memiliki peluang besar untuk menang, karena mereka mewarisi legitimasi
spiritual dari Syaikhona Kholil yang hingga kini dihormati secara luas. Keyakinan
ini bahkan berkembang hingga pada tingkat fanatisme, di mana sebagian

masyarakat menyatakan kesetiaannya secara total terhadap pilihan politik Kiai
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mereka, dan menganggap mengikuti pilihan Bani Kholil adalah bagian dari
mengikuti jalan guru yang tidak mungkin keliru.!'*

Hal ini menggambarkan bagaimana perilaku politik di pedesaan Bangkalan
sangat dipengaruhi oleh struktur patron-klien berbasis spiritual dan genealogis.
Berbeda dengan masyarakat perkotaan yang cenderung mempertimbangkan
faktor rasional seperti dukungan partai, kapabilitas kandidat, atau program kerja,
masyarakat desa lebih memilih untuk menyesuaikan preferensinya dengan
pandangan tokoh agama yang mereka hormati. Dengan demikian, dapat dikatakan
bahwa dalam konteks lokal Bangkalan, relasi antara agama, budaya, dan politik
membentuk suatu ekosistem tersendiri dalam menentukan arah demokrasi
elektoral.

Perilaku memilih yang didasarkan pada arahan Kiai bukanlah hal yang
dipandang negatif oleh masyarakat Bangkalan. Sebaliknya, pilihan tersebut
dianggap sebagai bentuk kebijaksanaan kolektif yang bersandar pada kepercayaan
terhadap keilmuan dan kehati-hatian moral seorang Kiai dalam menentukan
pemimpin. Masyarakat meyakini bahwa Kiai memiliki kapasitas epistemik dan
spiritual yang lebih tinggi dalam menilai karakter dan integritas calon pemimpin,
sehingga mengikuti pilihan Kiai dianggap lebih bijak daripada memilih secara
independen berdasarkan pertimbangan pribadi.

Keyakinan ini didasari pada kesadaran sosial bahwa masyarakat awam

merasa minim dalam wawasan politik dan etika kepemimpinan. Oleh karena itu,

114 Wawancara dengan Abdul Malik, (Panitia Pengawas Pemilu Geger), Kecamatan Geger
Kabupaten Bangkalan. Pada Tanggal 3 Juni 2025.
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mereka menyerahkan pertimbangan tersebut kepada figur yang dianggap mampu
mengemban amanah moral, yakni Kiai. Dalam konteks ini, relasi antara
masyarakat dan Kiai bersifat hierarkis-partisipatif, di mana masyarakat
menempatkan dirinya dalam posisi sebagai murid yang senantiasa belajar dan
mengikuti petunjuk gurunya.

Representasi visual dari relasi ini juga tampak jelas dalam praktik
kampanye. Dalam berbagai alat peraga kampanye, seperti baliho, spanduk, dan
pamflet, foto para Kiai sering kali tampil berdampingan dengan kandidat yang
mereka dukung. Kehadiran figur Kiai dalam materi kampanye berfungsi bukan
hanya sebagai bentuk endorsement politik, tetapi juga sebagai legitimasi moral
dan simbol barokah. Tidak jarang, masyarakat bahkan secara sukarela membantu
proses kampanye tanpa mengharapkan imbalan, karena membantu Kiai dalam
menyukseskan tujuan politiknya dipandang sebagai bentuk pengabdian yang
bernilai spiritual dan dapat mendatangkan keberkahan (barokah).!'!®

Masyarakat Bangkalan memposisikan Kiai tidak hanya sebagai pemimpin
religius, melainkan juga sebagai konsultan kehidupan. Dalam praktik sosial,
masyarakat memiliki tradisi nyabis, yakni berkonsultasi atau meminta
pertimbangan dan doa restu kepada Kiai yang mencakup berbagai aspek
kehidupan, mulai dari urusan spiritual, bisnis, ekonomi, hingga keperluan sosial
budaya. Misalnya, seseorang yang hendak merantau atau menyelenggarakan

hajatan akan lebih dulu nyabis untuk memohon kelancaran dan keberkahan.

15 Wawancara dengan Anis Fitria, (Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Konang),
Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan. Pada 21 Mei 2025.
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Tradisi nyabis ini meluas pula ke dalam ranah politik elektoral. Seorang
calon yang akan maju dalam pemilu, baik sebagai anggota legislatif, kepala
daerah, maupun kepala desa, hampir pasti akan melakukan nyabis kepada Kiai,
dengan harapan mendapat doa restu dan dukungan moral. Apabila seorang Kiai
memberikan izin untuk mencantumkan fotonya berdampingan dengan calon
dalam alat peraga kampanye, hal itu dianggap sebagai bentuk legitimasi yang
sangat kuat. Sebab, satu figur Kiai di Bangkalan bisa memiliki basis massa hingga
ratusan bahkan ribuan orang, terdiri dari alumni, wali santri, dan simpatisan.
Apalagi kini hampir setiap pesantren memiliki forum alumni yang terstruktur
secara hierarkis hingga tingkat dusun, menjadikan mobilisasi dukungan oleh Kiai
6

menjadi sangat efektif dan terorganisir.'!

B.2 Peran Blater

Blater merupakan figur dominan dalam lanskap sosial-politik lokal di
Bangkalan yang berperan sebagai broker politik sebagaimana dikemukakan oleh
James C. Scott dalam konsep patron-client brokerage. Meskipun mereka dapat
berasal dari berbagai latar belakang status sosial, kekuatan utama mereka tidak
terletak pada jabatan formal, melainkan pada kemampuan mengelola modal
sosial, jaringan ekonomi, serta praktik balas jasa (reciprocity) yang bersifat
informal namun mengikat. Dalam kontestasi Pemilu 2024, Blater menunjukkan
peran instrumental dalam mendesain strategi politik di tingkat akar rumput.

Mereka mengorganisir basis massa, mengatur distribusi logistik kampanye, dan

116 Wawancara dengan KH. Hasani Zubaer. (Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Cholil
Demangan Barat Bangkalan (PPNC) dan Ketua TIM Pemenangan Bupati Terpilih). Pada Tanggal
17 Mei 2025.
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menjembatani komunikasi antara kandidat dengan konstituen di desa-desa. Fungsi
mereka tidak hanya administratif, tetapi juga kultural, karena relasi antara Blater
dan masyarakat dibangun melalui relasi patron-klien yang kuat. Dalam relasi ini,
Blater menawarkan akses terhadap sumber daya, perlindungan, dan rasa aman,
sementara masyarakat menunjukkan loyalitas politik sebagai bentuk kompensasi
simbolik maupun praktis.

Pierre Bourdieu menyebut relasi semacam ini sebagai akumulasi dan
pengelolaan modal simbolik, yakni kekuasaan yang tidak dipaksakan melalui
instrumen negara, tetapi melekat dalam sistem nilai dan kepercayaan sosial. Blater
mengendalikan arena sosial (field) melalui habitus kekuasaan lokal yang dibentuk
oleh sejarah panjang relasi sosial dan pengaruh kultural. Karena itu, keberadaan
Blater tidak sekadar sebagai aktor informal dalam pemilu, melainkan sebagai
pemangku kekuasaan yang bekerja melalui mekanisme sosial yang tersembunyi
tetapi efektif. Peran mereka juga mencakup fungsi stabilisasi sosial, di mana
Blater kerap bertindak sebagai penengah konflik atau bahkan penjaga harmoni
antar kelompok. Dalam konteks masyarakat Bangkalan yang masih mengenal
praktik carok sebagai bentuk penyelesaian konflik, kehadiran Blater sebagai
penahan potensi kekerasan menjadi krusial. Dengan demikian, Blater menjelma
sebagai mediator politik dan budaya yang memainkan peran ganda sebagai

penggerak elektoral dan penjaga keseimbangan sosial.'!”

117 Zuly Qodir,"“Konflik Blater Dalam Pemilu Lokal,” Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik 19, no.
1 (2021): 39.
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Blater, dalam konteks politik lokal Bangkalan, merupakan figur sentral yang
merepresentasikan kekuasaan informal berbasis jaringan sosial, kedekatan
emosional, serta kekuatan simbolik. Dalam struktur sosial Madura, peran Blater
sering dikaitkan dengan tradisi jagoanisme, yakni representasi dari orang kuat
lokal suatu konsep yang telah lama dikaji dalam literatur antropologi politik
Indonesia, seperti yang dipaparkan oleh Clifford Geertz dan Robert Hefner. Sosok
Blater bukan hanya sekadar tokoh berpengaruh secara fisik, tetapi juga memiliki
otoritas sosial yang dibangun dari reputasi, relasi, serta dalam beberapa kasus
atribusi spiritual, seperti keyakinan masyarakat akan “ilmu kebal” dan kekuatan
supranatural lainnya.

Secara historis, ke-Blater-an merupakan kelanjutan dari konstruksi sosial
mengenai jago atau preman terhormat (Sie, 2002), yaitu aktor yang memiliki
legitimasi lokal karena dianggap mampu menjaga keamanan, memberi
perlindungan, dan menyelesaikan konflik secara langsung tanpa melibatkan
struktur negara formal. Dalam praktik politik elektoral, Blater berperan sebagai
power broker mereka mengorganisasi suara, mengelola sumber daya kampanye,
serta menjalankan lobi-lobi politik dengan aktor dari berbagai tingkatan, mulai
dari kepala desa hingga kandidat bupati. Kemampuan Blater dalam membangun
dan memobilisasi jaringan antar desa menjadikannya sebagai aktor mediasi yang
efektif, menjembatani kepentingan politik kandidat dengan realitas sosial
masyarakat bawah. Ini sejalan dengan konsep social embeddedness dari Mark
Granovetter, yang menjelaskan bahwa tindakan ekonomi dan politik tidak dapat

dilepaskan dari jejaring sosial tempat individu itu berada. Dengan demikian,
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kekuatan Blater tidak hanya berasal dari posisi sosialnya, tetapi juga dari
kemampuannya menjalin dan mempertahankan relasi timbal-balik dalam
komunitas yang loyal.!!®

Relasi sosial yang dimiliki oleh Blater dalam konteks masyarakat
Bangkalan tidak semata-mata didasarkan pada kedekatan emosional atau
hubungan pragmatis, melainkan berakar kuat dalam nilai-nilai budaya lokal yang
disebut atretan dan abengsah dua konsep kunci dalam membentuk jaringan sosial
berbasis persaudaraan dan pergaulan. Dalam pandangan budaya Madura, atretan
(bersaudara) tidak hanya mengacu pada hubungan darah, melainkan juga pada
ikatan emosional dan moral yang dibentuk melalui interaksi jangka panjang dan
saling menjaga integritas (tangka). Sementara itu, abengsah (bergaul) menuntut
pelakunya untuk tidak bersikap eksklusif, tetapi tetap menjunjung tinggi etika
pergaulan seperti tak atengka (tidak menimbulkan masalah), tak langka (menjaga
sopan santun), dan tak ujub (tidak sombong). Nilai-nilai ini membentuk habitus
sosial (Bourdieu, 1977) yang menciptakan etos Blater sebagai aktor yang dines
(bertanggung jawab) dan jeg-jeg (berwibawa),'’” Ketika nilai-nilai ini
terinternalisasi, muncul bentuk modal simbolik yang membuat Blater disegani,
bahkan dalam konteks kontestasi politik. Karisma, kedermawanan, serta sikap
simpatik Blater tumbuh bukan hanya sebagai bentuk pencitraan politik, melainkan
merupakan manifestasi dari nilai-nilai sosial yang sudah mentradisi. Kepercayaan

masyarakat terhadap Blater diperkuat oleh konsistensinya dalam menepati janji

118 Abdul Rozaki, Op,.Cit, 71.
19 Wawancara dengan Abah Isro, (Tokoh Blater Kabupaten Bangkalan dan Timsukses
Bupati Terpilih). Kecamatan Kokop. Kabupaten Bangkalan. Pada Tanggal 15 Mei 2025.
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(amanah), serta keberpihakan terhadap masyarakat kecil sebagai pelindung dan
penengah dalam konflik. '’

Dengan demikian, kekuatan sosial Blater dalam politik lokal tidak bersifat
transaksional semata, tetapi bersumber dari keberhasilannya merawat jejaring
sosial berbasis nilai kultural yang kuat. Peran ini menjadikan Blater sebagai figur
yang bukan hanya politis, tetapi juga simbol integritas lokal yang mampu
menjembatani kepentingan elit dengan aspirasi masyarakat akar rumput.

Dalam struktur sosial masyarakat Bangkalan, etos kejantanan dan
kepemberanian merupakan elemen penting dalam konstruksi identitas
maskulinitas lokal. Kehadiran seorang laki-laki yang angko istilah lokal yang
mengacu pada sosok pemberani dan tangguh di dalam satuan unit keluarga tidak
hanya dianggap sebagai kebanggaan, melainkan juga sebagai simbol kehormatan
dan penjaga marwah keluarga. Konsep ini berakar kuat dalam budaya jagoanisme
atau heroik lokal yang berkembang dalam tradisi Madura, di mana laki-laki yang
memiliki keberanian fisik, ketegasan, dan sikap protektif dianggap memiliki
posisi sosial yang lebih tinggi di mata komunitas.'?!

Menurut Clifford Geertz , dalam masyarakat tradisional Jawa-Madura, figur
seperti ini sering kali menjadi representasi dari model priyai desa yang tidak hanya
dihormati karena status sosial, tetapi juga karena kapasitas simboliknya sebagai
pelindung keluarga dan komunitas dari rasa ancaman eksternal. Sementara itu,

keluarga yang tidak memiliki figur angko cenderung menunjukkan pola adaptasi

120 Wawancara dengan Imam Febrianto Purnomo, (Tokoh Pemuda Kecamatan Tanah
Merah). Kecamatan Tanah Merah. Kabupaten Bangkalan. Pada Tanggal 13 Mei 2025.

121 Abdul Rozaki., Islam Oligarki Politik Dan Perlawanan Sosial, (Yogyakarta: IRCiSoD
2021), 13.
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yang lebih pasif terhadap ancaman atau konflik sosial, serta lebih memilih strategi
menghindar daripada konfrontatif. Hal ini menunjukkan adanya stratifikasi
simbolik dalam tatanan budaya, di mana keberadaan sosok laki-laki yang berani
dianggap sebagai kapital simbolik dalam mempertahankan kehormatan dan
stabilitas sosial keluarga.

Mentalitas jagoan dalam masyarakat Bangkalan tidak dapat dipisahkan dari
nilai-nilai budaya lokal yang menempatkan keberanian sebagai pilar utama dalam
membentuk struktur relasi sosial dan identitas keluarga. Konsep ini sekaligus
menjelaskan bagaimana nilai maskulinitas tradisional terus diwariskan dan
dikukuhkan sebagai norma yang membentuk relasi kuasa di tingkat komunitas.

Dinamika politik lokal di Bangkalan menunjukkan bahwa kekuatan
elektoral tidak semata ditentukan oleh mesin partai atau gagasan programatik
kandidat, melainkan oleh keterlibatan aktif dua entitas kultural dominan: Kiai dan
Blater. Keduanya membentuk suatu konfigurasi kekuasaan yang kompleks namun
saling melengkapi. Kiai memberikan legitimasi simbolik dan spiritual melalui
jaringan santri, alumni, dan pesantren, sementara Blater menjalankan fungsi
operasional politik melalui pengaruh sosial, jejaring informal, serta kemampuan

mobilisasi massa di akar rumput.'?

Maka, tidak mengherankan jika jejaring
Blater tersebar luas dan mampu terorganisasi dengan baik, terutama dalam setiap
proses pemilihan umum. Persiapan yang dilakukan oleh kelompok ini biasanya

dimulai jauh sebelum pemilu berlangsung. Di Bangkalan, tradisi politik lokal

menunjukkan bahwa tiga tahun sebelum pelaksanaan pemilu, struktur dan strategi

122 Muh Syamsuddin, Op,. Cit. 160-61.
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sudah disusun dengan rapi, sesuai dengan pos-pos yang telah ditentukan oleh para
Blater.

Koalisi antara Kiai dan Blater bukan hanya mencerminkan aliansi politik,
melainkan juga menunjukkan adanya konsensus kultural dalam masyarakat
Madura, di mana nilai-nilai keagamaan dan kekuatan tradisional dijalin untuk
mendukung kandidat tertentu. Kolaborasi ini menciptakan sistem kekuasaan
hibrid yang efektif dalam mengintegrasikan otoritas moral dan kekuasaan social
politik. Dengan menjangkau dua kutub utama struktur sosial Bangkalan, yakni
kelompok religius dan abangan koalisi Kiai-Blater menjadi kekuatan penentu
yang krusial dalam pemenangan pemilu lokal.'??

Temuan ini menegaskan bahwa politik lokal di Bangkalan tidak dapat
dilepaskan dari konfigurasi sosial-kultural yang khas, di mana legitimasi
kekuasaan bersumber dari figur-figur tradisional dan religius. Oleh karena itu,
untuk memahami dan menilai praktik demokrasi lokal secara utuh, perlu
memperhatikan bagaimana pola patronase, loyalitas kultural, dan kekuasaan

simbolik bekerja dalam jejaring kekuasaan yang lebih luas.

C. Tinjauan Hukum Tata Negara Tentang Peran Kiai dan Baletr Sebagai Tim

Sukses Dalam Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Bangkalan

123 Fatmasari Margaretta, “Tak Ingin Calon Tunggal Pilkada Bangkalan, Sejumlah Kiai
Deklarasi Dukungan untuk Ra Imam,” Radar Bangkalan, 20 Agustus 2024,
https://radarBangkalan.jawapos.com/politik/744995250/takingin-calon-tunggal-pilkada-
Bangkalan-sejumlah-Kiai-deklarasi-dukungan-untuk-ra-imam.
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Pemilihan umum (pemilu) dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia
bukanlah sekadar prosedur teknis berupa pemungutan suara, rekapitulasi hasil,
atau penetapan pemenang. Pemilu harus dimaknai secara substantif sebagai
perwujudan dari nilai-nilai demokrasi yang dijamin oleh konstitusi, meliputi
partisipasi politik yang adil dan setara, keterbukaan dalam setiap tahapan pemilu,
akuntabilitas penyelenggara, serta supremasi hukum sebagai prinsip
fundamental.'?* Dalam kerangka hukum tata negara, pemilu merupakan instrumen
pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1
ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang-Undang Dasar.” Pemilu dengan demikian bukan sekadar
mekanisme memilih pemimpin, melainkan merupakan sarana konstitusional
untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan oleh pihak yang sah secara
demokratis.'?

Konsekuensinya, seluruh proses pemilu harus tunduk pada pengawasan
konstitusional untuk menjamin pemenuhan prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini
mencakup perlindungan terhadap hak pilih warga negara, jaminan kesetaraan bagi
setiap peserta pemilu, serta pembatasan terhadap praktik-praktik koersif dan
manipulatif yang dapat mencederai kemurnian suara rakyat. Dengan demikian,

pemilu yang sah secara hukum adalah pemilu yang tidak hanya memenuhi

124 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi. (Jakarta: Konstitusi
Press, 2006) 7.
125 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2).
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prosedur formal, tetapi juga mengakar pada keadilan substantif dan integritas
konstitusional.

Dalam konteks pelaksanaan Pemilu 2024, khususnya di daerah yang
memiliki struktur sosial yang khas seperti Kabupaten Bangkalan di Provinsi Jawa
Timur, dinamika demokrasi sering kali tidak hanya ditentukan oleh institusi
formal negara, tetapi juga oleh keberadaan aktor-aktor informal yang memiliki
pengaruh besar dalam struktur sosial-politik masyarakat. Dua aktor lokal yang
menonjol adalah figur tradisional yang dikenal dengan sebutan "Kiai" dan
"Blater". Kedua tokoh ini bukan hanya sekadar pemuka agama atau tokoh
masyarakat biasa, melainkan juga berfungsi sebagai agen politik informal yang
secara aktif atau pasif membentuk preferensi politik warga serta memainkan peran
signifikan dalam menentukan arah dukungan elektoral, baik sebagai tim sukses
kandidat tertentu maupun sebagai simpul mobilisasi massa politik berbasis
kultural.'?®

Fenomena keterlibatan aktor informal seperti Kiai dan Blater dalam
kontestasi elektoral perlu dikaji secara kritis dalam kerangka hukum tata negara,
khususnya terkait prinsip kesetaraan hak pilih,kebebasan politik, serta integritas
pemilu. Meskipun praktik politik berbasis kultural merupakan bagian dari
dinamika demokrasi lokal, negara tetap memiliki kewajiban konstitusional untuk
memastikan bahwa pelaksanaan pemilu tidak terdistorsi oleh praktik-praktik yang

dapat mengancam asas '"langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan

126 Anja. Budiatri, “Patronase Politik Dan Demokrasi Di Tingkat Lokal.” Jurnal Penelitian
Politik, 14, no. 2 (2017): 125.
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adil"sebagaimana ditegaskan dalam "Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945,
serta dalam "Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017" tentang
Pemilihan Umum.

Dalam hukum positif Indonesia, keterlibatan masyarakat sipil, termasuk
tokoh agama dan adat, tidak dilarang sejauh partisipasi tersebut tidak mengarah
pada pelanggaran terhadap prinsip "kebebasan pemilih, "netralitas penyelenggara,
serta "larangan kampanye bermuatan tekanan atau intimidasi" sebagaimana diatur
dalam "Pasal 280 ayat (1) huruf f UU No. 7 Tahun 2017", yang melarang
kampanye dengan cara menghasut atau mengintimidasi.

Sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddigie, demokrasi
konstitusional di Indonesia harus mampu mengakomodasi realitas sosial tanpa
kehilangan komitmen pada prinsip-prinsip hukum dasar negara.'”’” Dalam
kerangka ini, peran kultural dari tokoh lokal seperti Kiai dan Blater dapat dilihat
sebagai ekspresi dari demokrasi berbasis komunitas (communitarian democracy),
namun tetap perlu diawasi agar tidak menjelma menjadi dominasi yang merusak
otonomi politik warga negara. Selanjutnya, menurut Saldi Isra supremasi hukum
dalam pemilu mengharuskan adanya keseimbangan antara representasi aspirasi
lokal dan jaminan hak konstitusional warga negara untuk memilih secara bebas,
tanpa tekanan dan intimidasi, serta tanpa manipulasi simbolik yang mengaburkan

pilihan rasional pemilih.!?®

127 Jimly Asshiddiqie, Op,. Cit. 13.
128 Saldi Isra. Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Fungsi Anggaran Dan Pengawasan.
(Jakarta: Rajawali Pers, 2007). 9.
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Keterlibatan aktor informal tidak serta-merta melanggar hukum, namun
menjadi problematik bila mewujud dalam bentuk kontrol politik yang meniadakan
kebebasan individu. Maka, regulasi, pengawasan, dan edukasi politik menjadi
krusial agar praktik politik lokal yang berbasis patronase kultural tetap berjalan
dalam koridor hukum dan demokrasi konstitusional.

Secara sosiologis, figur Kiai di Kabupaten Bangkalan tidak hanya
diposisikan sebagai pemimpin keagamaan, tetapi juga sebagai pemimpin sosial
yang memiliki legitimasi moral dan otoritas simbolik dalam pengambilan
keputusan komunitas, termasuk dalam proses politik elektoral. Dukungan seorang
Kiai terhadap kandidat tertentu dalam pemilihan umum kerap dipersepsikan oleh
masyarakat sebagai bentuk restu spiritual yang sakral dan menentukan. Otoritas
ini diperoleh bukan hanya dari kapasitas keilmuan keagamaan, tetapi juga dari
hubungan kultural dan emosional yang kuat antara Kiai dan jamaahnya.'?’

Blater merupakan bentuk elitis lokal yang muncul dari struktur sosial
tradisional dan memiliki otoritas yang bersifat karismatik dan pragmatis. Mereka
dikenal karena kapasitas kepemimpinan informal yang berbasis pada kearifan
lokal, jejaring sosial yang luas, serta kedekatan mereka dengan aktor-aktor
kekuasaan, baik formal maupun informal. Dalam konteks politik elektoral,'*°
Blater berperan sebagai pengatur strategi lapangan dan penggerak dukungan

massa melalui pola relasi patron-klien yang masih sangat dominan, terutama di

129 Choirul Mahfud, Op. Cit., 45-47.
130 Wawancara dengan Sholeh Abdi Jaya, (Tokoh Blater Kecamatan Geger, Ketua Pemuda
Bangkalan Bersatu), Kecamatan Geger. Kabupaten Bangkalan. Oada Tanggal 7 Mei 2025.
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wilayah pedesaan.'3! Secara de facto, baik Kiai maupun Blater kerap menempati
posisi strategis dalam dinamika pemilu, baik sebagai aktor yang tampil secara
terbuka dalam struktur tim kampanye maupun sebagai influencer yang bekerja di
balik layar. Keduanya berperan penting dalam mengarahkan opini politik,
membangun narasi kemenangan, dan memengaruhi perilaku memilih masyarakat.
Konvergensi antara kekuatan simbolik Kiai dan kekuatan sosial-organisatoris
Blater ini menjadikan keduanya sebagai kekuatan penentu dalam kontestasi
elektoral di Bangkalan.

Dalam perspektif hukum tata negara positif, pelaksanaan demokrasi tidak
hanya dijalankan melalui institusi formal negara, tetapi juga memungkinkan
partisipasi dari aktor-aktor non-negara sejauh tidak bertentangan dengan norma
hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum, khususnya dalam Pasal 280, membatasi bentuk-bentuk partisipasi publik
dalam pemilu agar tidak mencederai prinsip pemilu yang "langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL)". Mengacu pada pandangan
Larry Diamond dan Juan J. Linz, aktor demokrasi mencakup tidak hanya lembaga
penyelenggara negara dan partai politik, tetapi juga kekuatan sosial masyarakat
seperti organisasi keagamaan, tokoh adat, dan kelompok kepentingan lokal yang
dapat memengaruhi dinamika kebijakan publik secara signifikan. Namun, dalam
kerangka hukum positif Indonesia, pengaruh dari aktor-aktor informal seperti Kiai

dan Blater perlu dikaji dalam koridor legalitas, yakni sejauh mana mereka

1 Zuly Qodir,Konstruksi Kekuasaan Lokal Dan Politik Identitas Di Bangkalan
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 62—65.



106

berperan tanpa melanggar asas netralitas, tanpa melakukan tekanan terhadap
pemilih, dan tidak menjadikan posisi sosialnya sebagai alat kampanye
terselubung. '3

Keberadaan Kiai dan Blater sebagai aktor yang turut memengaruhi
preferensi politik masyarakat Bangkalan hanya dapat dibenarkan secara yuridis
apabila dilakukan dalam batas partisipasi warga negara biasa, tanpa menggunakan
otoritas kultural dan sosial mereka untuk membatasi kebebasan memilih atau
menciptakan relasi koersif dalam pemilu.

Kehadiran aktor informal seperti Kia dan Blater dalam konteks politik lokal
di kabupaten bangkalan merupakan wujud nyata dari partisipasi politik berbasis
budaya. Mereka sebagai penghubung antara elite politik dengan massa pemilih,
kekuatan mereka bersumber dari legitimasi sosial, kultural, dan ekonomi yang
tertanam kuat di Masyarakat. Dalam perakteknya mereka mampu membentuk
persepsi politik dan memengaruhi perilaku memilih secara kolektif.'*3

Sejalan dengan teori demokrasi, demokrasi ideal meniscayakan keterlibatan
berbagai kekuatan sosial secara terbuka dan kompetitif. Dengan demikian,
kehadiran Kiai dan Blater sebagai aktor politik lokal dapat memperkaya kualitas
substansial, asalkan tetap berjalan dalam koridor hukum dan menjunjung asas
pemilu yang demokratis, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD

1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.'>*

132 Argenti., “Civil Society, Shadow State Dan Local Strongmen Dalam Kajian Politik
Lokal,” Jurnal llmu Pemerintahan 4, no. 1 (2018): 64.

133 Wawancara dengan Samsol Arif, Tokoh (Blater Muda.) Kecamatan Konang. Kabupaten
Bangkalan. Pada Tanggal 11 Mei 2025.

134 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3).
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Dalam konteks hukum pemilu Indonesia, peran tim sukses atau tim
kampanye diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum. Pasal 274 menyebutkan bahwa “peserta pemilu berhak
membentuk tim kampanye yang terdiri atas orang perorangan atau kelompok. '3
Mereka wajib mendaftarkan tim kampanye tersebut ke KPU dan tunduk pada
aturan kampanye yang berlaku. Dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun
2023 tentang kampanye pemilu mengatur secara teknis tentang pembentukan tim
kampanye, pendaftaran ke KPU, dan larangan kampanye. Hal ini tertera pada
Pasal 34 PKPU 15/2023: peserta pemilu wajib mendaftar tim kampanye ke KPU.
Pasal 69 dan 70 mengatur larangan bagi ASN, TNI, Polri, dan Kepala Desa,
termasuk larangan menjadi anggota tim kampanye. '3

Dalam konteks pilkada, tim sukses disebut sebagai tim kampanye pasangan
calon. Tim ini harus didaftarkan ke KPU daerah dan bertanggung jawab terhadap
aktivitas kampanye serta dana kampanye pasangan calon. Semua ini terakomodasi
dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (untuk Pemilihan
Kepala Daerah). Jadi, tim sukses secara hukum disebut tim kampanye dan diatur
secara teratur dan sistematis dalam undang-undang, Pemilu, Pilkada, dan
PKPU."’

Membaca dan memahami peraturan di atas tersebut, tidak ada pembatasan

secara eksplisit bagi warga negara sipil (termasuk Kiai dan Blater) untuk menjadi

135 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 274 Ayat (1).

136 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15, Tahun 2023 Tentang Peserta
Pemilu Wajib Mendaftar Tim Kampanye Ke KPU. Pasal 34.

137 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada. Pasal 71.
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tim sukses, selama tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN), anggota
TNI/Polri, kepala desa, perangkat desa, atau pejabat negara lainnya.'®

Seorang tokoh masyarakat atau elite lokal seperti Kiai dan Blater tidak
berada dalam posisi yang dilarang oleh hukum untuk terlibat sebagai bagian dari
tim kampanye atau tim pemenangan dalam proses pemilu. "Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maupun "Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pilkada, secara eksplisit "tidak mengatur pelarangan terhadap warga
negara sipil" non-aparatur negara untuk terlibat aktif dalam tim kampanye. Justru
sebaliknya, regulasi memberikan keleluasaan hukum kepada setiap pasangan
calon untuk merekrut individu atau kelompok masyarakat yang memiliki
kapabilitas elektoral dan jejaring sosial untuk menjadi bagian dari struktur
pemenangan.

Pernyataan ini sejalan dengan yang disampaikan oleh KH. Hasani Zubaer,
seorang Kiai karismatik Bangkalan, yang menegaskan bahwa penunjukannya
sebagai Ketua Tim Pemenangan dalam kontestasi pilkada berdasarkan prosedur
hukum dan dipilih secara demokratis oleh koalisi partai pengusung. Artinya,
keikutsertaan Kiai dan Blater dalam kerja-kerja elektoral tersebut telah melalui
jalur yang sah secara hukum dan demokratis.'** Dengan demikian, dari segi
hukum formal, keterlibatan Kiai dan Blater sebagai bagian dari tim sukses atau

tim pemenangan tidak bertentangan dengan norma hukum positif.

138 Ibid., Pasal 280 ayat (2)—(3).

139 Wawancara dengan KH. Hasani Zubaer. (Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Cholil
Demangan Barat Bangkalan (PPNC) dan Ketua TIM Pemenangan Bupati Terpilih) Pada Tanggal
17 Mei 2025.
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Dari perspektif hukum tata negara, keterlibatan mereka juga mencerminkan
penerapan prinsip kesetaraan warga negara di hadapan hukum dan dalam proses
politik. Dalam sistem demokrasi yang berdasarkan prinsip rule of law, setiap
warga negara tanpa membedakan status sosial, profesi, atau posisi adat berhak
berpartisipasi dalam kehidupan politik, termasuk mendukung kandidat tertentu
secara aktif, selama tidak melanggar ketentuan hukum positif yang berlaku. '
Namun demikian, secara normatif, terdapat batasan etis dan yuridis dalam hal cara
keterlibatan itu dijalankan. Jika keterlibatan tersebut ditempuh melalui
mekanisme dominasi, tekanan, manipulasi sosial, atau kooptasi terhadap
kebebasan memilih masyarakat, maka keterlibatan itu berpotensi menyalahi
prinsip dasar pemilu yang jujur, adil, bebas, dan rahasia. Oleh karena itu, dalam
kerangka sistem pengawasan dan penegakan hukum pemilu, peran Komisi
Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi penting
untuk memastikan bahwa semua praktik politik, termasuk keterlibatan tokoh adat
dan agama, tetap berada dalam batas konstitusional.

Menariknya, di Bangkalan, pengalaman Pilkada 2024 menunjukkan bahwa
Kiai dan Blater sangat berhati-hati dalam menentukan langkah politiknya. Meski
secara sosial mereka dikenal sebagai tokoh jagoan, yang berpengaruh besar secara
kultural dan struktural, namun dalam menghadapi hukum, mereka menunjukkan
sikap tunduk dan patuh terhadap aturan. Hal ini memperlihatkan adanya
keseimbangan antara etos lokal dan supremasi hukum. Bahkan secara ekstrem

dapat dikatakan bahwa dalam tradisi masyarakat Bangkalan, jika harus memilih

140 Abdul Rozaki, Op.Cit., 11.
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antara berurusan dengan hukum formal atau menyelesaikan persoalan melalui
carok (ritual kekerasan tradisional), mereka lebih memilih carok karena dianggap
sebagai mekanisme penyelesaian yang mempertahankan harga diri (katodhusen)
dan kehormatan nasab. Ini menjadi paradoks menarik yang menunjukkan bahwa
meskipun Kiai dan Blater sangat kuat dalam arena sosial, mereka tetap memiliki
ketundukan terhadap hukum formal negara sebuah realitas sosial-hukum yang
patut dicermati.'*!

Dapat disimpulkan bahwa secara hukum positif, keterlibatan Kiai dan
Blater sebagai tim kampanye atau aktor pemenangan tidak melanggar hukum,
selama dilakukan dalam batas-batas legal yang telah ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia
tidak menafikan kekuatan lokal, selama kekuatan itu bekerja dalam kerangka
konstitusi dan hukum.

Dalam konteks masyarakat Bangkalan, penting untuk dipahami bahwa
carok bukan merupakan bentuk pembangkangan terhadap hukum negara,
melainkan merupakan ekspresi kultural yang mencerminkan nilai-nilai lokal
tentang harga diri (katodhusen) dan kehormatan nasab. Ungkapan tradisional
“lebih baik putih tulang daripada putih mata” menegaskan bahwa martabat
personal memiliki nilai tak terukur yang tidak bisa ditawar, bahkan lebih tinggi

dari keselamatan fisik. Hal ini mencerminkan adanya sistem nilai paralel yang

4l Wawancara dengan Bahiruddin, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Bangkalan), Pada Tangga 5 Mei 2025.
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hidup dalam Masyarakat yang meskipun tunduk pada hukum negara, tetap
menjaga loyalitas terhadap norma sosial-budaya lokal.

Sistem hukum positif Indonesia yang berlandaskan pada prinsip rechtstaat
atau negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945,
menghendaki bahwa seluruh praktik politik, termasuk partisipasi warga dalam
pemilu, harus dilaksanakan alam kerangka hukum yang rasional, setara, dan dapat
dipertanggungjawabkan secara etik dan yuridis.

Berangkat dari realitas ini, penting bagi negara dan penyelenggara pemilu
untuk tidak hanya mengatur perilaku aktor formal, seperti partai politik dan
penyelenggara pemilu, tetapi juga mengantisipasi secara progresif peran aktor
informal seperti Kiai dan Blater yang memiliki kapasitas signifikan dalam
membentuk opini publik dan perilaku elektoral masyarakat. Dalam praktiknya,
kekuatan informal ini dapat menjadi penopang demokrasi substansial, namun juga
berpotensi menjadi alat dominasi yang meminggirkan otonomi politik individu
jika tidak dikawal dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi regulasi
pemilu yang tidak hanya menekankan aspek prosedural, tetapi juga
mengintegrasikan pendekatan sosiologis dalam norma yuridis. Salah satu opsi
kebijakan strategis yang dapat dipertimbangkan adalah:

1. Mewajibkan transparansi identitas tokoh non-struktural yang terlibat
dalam tim kampanye, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk
menjamin akuntabilitas dalam proses politik.

2. Memperketat pengawasan terhadap pelanggaran etika politk oleh elit

lokal yang memiliki pengaruh sosial-kultural tinggi, untuk mencegah
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terjadinya mobilisasi massa yang berbasis tekanan simbolik atau

patronase yang menyalahi prinsip kebebasan politik.

3. Mendorong pendidikan politik yang sistematis dan partisipatif kepada
masyarakat akar rumput, guna memperkuat kesadaran hukum,
memperkecil ketergantungan terhadap figur otoritatif, serta membangun
basis pemilih rasional yang otonom dalam menentukan preferensi
politiknya.

Penelitian ini berkontribusi dalam membangun sintesis antara
pendekatan normatif-konstitusional dan pendekatan sosiologis dalam penguatan
demokrasi lokal. Keterlibatan tokoh adat dan agama seperti Kiai dan Blater tidak
perlu dihadapkan secara diametral dengan hukum negara, selama keberadaan
mereka diintegrasikan secara konstruktif dalam sistem hukum dan institusi
demokrasi yang ada. Hal ini tidak hanya menjaga kearifan lokal tetap hidup, tetapi
juga memastikan bahwa demokrasi Indonesia berkembang dalam koridor

konstitusionalisme yang inklusif, akuntabel, dan berkeadilan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil akhir dalam penelitian ini secara sederhana dapat disimpulkan dalam
poin-poin berikut ini.

Pertama, pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Bangkalan tidak dapat
dilepaskan dari pengaruh kekuatan informal yang mengakar kuat dalam struktur
sosial budaya lokal. Figur-figur seperti Kiai dan Blater memainkan peran kunci
dalam membentuk lanskap politik elektoral di luar struktur formal pemilu. Kiai,
sebagai pemuka agama dan pemimpin pesantren, memiliki legitimasi moral dan
spiritual yang menjadikan pandangan atau sikap politiknya sangat menentukan
arah dukungan masyarakat, khususnya di kalangan santri dan alumni pesantren.
Sementara itu, Blater, sebagai tokoh karismatik lokal dengan basis kekuatan sosial
dan kultural, berperan sebagai penggerak suara masyarakat melalui jaringan
patronase dan relasi kekeluargaan. Kedua aktor ini beroperasi dalam ranah
informal yang tidak diatur secara langsung oleh hukum, namun justru menjadi
penentu utama dalam dinamika politik elektoral di tingkat akar rumput.

Kedua, Peran Kiai dan Blater dalam pemilu berada sepenuhnya pada level
informal dan kultural, bukan sebagai pelaku resmi dalam struktur
penyelenggaraan pemilu, serta tidak terbukti melanggar hukum pemilu ataupun
pemilukada yang berlaku. Dalam konteks sosio-kultural Madura, Kiai dan Blater
memiliki otoritas simbolik yang kuat dan dipercaya sebagai penunjuk arah moral

maupun politik bagi komunitasnya. Dukungan yang mereka berikan terhadap

113
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calon tertentu sering kali tidak diekspresikan secara langsung dalam bentuk
deklarasi politik, tetapi melalui isyarat keagamaan, gestur sosial, atau sikap diam
yang secara implisit ditafsirkan oleh pengikutnya sebagai bentuk restu. Di sisi
lain, Blater lebih banyak memainkan fungsi sebagai penghubung antara elit politik
dan massa, memobilisasi dukungan berbasis loyalitas dan jaringan sosial yang
telah lama terbangun. Meskipun peran ini berpengaruh besar terhadap hasil
pemilu, penelitian ini tidak menemukan adanya indikasi pelanggaran hukum atau
penyimpangan prosedural yang dilakukan oleh kedua tokoh tersebut. Oleh karena
itu, dapat disimpulkan bahwa demokrasi lokal di Bangkalan bukan hanya
ditentukan oleh hukum formal dan lembaga penyelenggara, tetapi juga sangat
dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan informal yang bekerja dalam struktur
sosial masyarakat. Keberadaan Kiai dan Blater bukan merupakan ancaman bagi
hukum pemilu ataupun pemilukada, tetapi mencerminkan realitas hibrida antara
demokrasi prosedural dan demokrasi kultural yang khas dalam konteks politik

lokal Indonesia.

B. Saran
Berdasarkan penelitian ini, penulis masih merasa ada banyak celah yang
perlu dilengkapi dengan saran atau rekomendasi sebagai berikut:
1. Bagi Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu). Penyelenggara pemilu
di tingkat lokal perlu lebih sensitif terhadap dinamika kekuasaan
informal yang bekerja di luar kerangka hukum, seperti peran kyai dan

Blater. Meskipun tidak ditemukan pelanggaran hukum, KPU dan
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Bawaslu sebaiknya memperkuat pendekatan partisipatif berbasis edukasi
politik yang menekankan pentingnya rasionalitas pemilih dan
independensi suara, guna mendorong kualitas demokrasi substantif yang
lebih egaliter.

2. Bagi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pendidikan Politik Pemerintah
daerah bersama lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat sipil
perlu merancang program pendidikan politik yang menyasar kelompok
akar rumput, terutama yang selama ini cenderung mengikuti preferensi
tokoh-tokoh informal. Literasi politik berbasis lokalitas, yang tetap
menghargai budaya dan kearifan lokal tetapi mengarahkan pada
pemilihan yang kritis dan mandiri, menjadi urgensi dalam konteks politik
daerah seperti Bangkalan.

3. Mendorong kewajiban transparansi identitas tokoh non struktural yang
terlibat dalam tim sukses atau tim pemenangan dan memperketat
pengawasan terhadap pelanggaran etika politik oleh elit politik lokal
yang berpengaruh. Selain itu, Pendidikan politik yang sitematis kepada
masyarakat akar rumput menjadi penting untuk mengurangi
ketergantungan terhadap figure otoritatif dalam menentukan pilihan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya. Penelitian ini membuka ruang eksplorasi lebih
lanjut tentang relasi antara kekuasaan informal dan sistem demokrasi
lokal. Peneliti selanjutnya disarankan untuk Melakukan pendekatan
etnografis yang lebih dalam terhadap komunitas pemilih dan jejaring

kyai/Blater. Mengkaji dinamika politik identitas yang berkelindan
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dengan simbol keagamaan dan kekerabatan dalam politik elektoral.
Mengembangkan analisis perbandingan antar daerah di Madura atau di
wilayah lain yang memiliki kekuatan budaya lokal serupa, guna

menemukan pola umum maupun kekhasan lokal.
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